PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.30/MEN/2012
TENTANG

USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN

Menimbang

Mengingat

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI)
yang merupakan bagian dari kekayaan bangsa
Indonesia, perlu dilakukan pengelolaan yang optimal
dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian
sumber daya ikan dan lingkungannya untuk
terwujudnya industrialisasi perikanan tangkap;

. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya

ikan secara optimal bagi kemakmuran rakyat
Indonesia, perlu mengatur kembali usaha perikanan
tangkap sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan
Tangkap sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.49/MEN/2011;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur
Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia dengan
Peraturan Menteri;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona

Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3260);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang

Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
tentang Hukum Laut Tahun 1982 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1985,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3319);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang

Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

4. Undang ...



10.

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor  4433),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724),

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang

Pengesahan Agreement for the Implementation of the
Provisions of the United Nations Convention on the
Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the
Conservation and Management of Straddling Fish
Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (Persetujuan
Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut
tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan
Konservasi dan Pengelolaan Sediaan lkan yang
Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya
Jauh) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5024);

. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002

tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4230);

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002
tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran

Negara ...
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Negara Republik Indonesia Nomor  4241),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4623);

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Pengesahan Agreement for The Establishment of The
Indian Ocean Tuna Commission (Persetujuan tentang
Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia);

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang
Pengesahan Convention for The Conservation of
Southern Bluefin Tuna (Konvensi tentang Konservasi
Tuna Sirip Biru Selatan);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 141);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eselon | Kementerian Negara Republik Indonesia,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 142);

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang
Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang
Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal;

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.O1/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan
Perikanan Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.27/MEN/2009 tentang Pendaftaran dan
Penandaan Kapal Perikanan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.18/MEN/2010 tentang Log Book Penangkapan
Ikan;

21. Peraturan ...



21.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan
dan Penempatan Alat Penangkapan lkan dan Alat
Bantu Penangkapan lkan di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.O5/MEN/2012 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 191);

22.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.0O8/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 440);

23.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan
Tangkap di Laut Lepas (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 668);

Memperhatikan : 1. Code of Conduct for Responsible Fisheries, Food and
Agriculture Organization 1995;

2. Agreement to Promote Compliance with International
Conservation and Management Measures by Fishing
Vessels on the High Seas in 1993, Food and
Agriculture Organization;

3. Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter
and Eliminate lllegal, Unreported and Unregulated
Fishing, Food and Agriculture Organization 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK

INDONESIA.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem
bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan
pemasaran.

2. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada
kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.

3. Orang adalah orang perseorangan atau perusahaan perikanan.

4. Perusahaan ...
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Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di
bidang perikanan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan
hukum.

Penanggung jawab perusahaan adalah orang yang bertanggung jawab
terhadap perusahaan yang melakukan usaha perikanan tangkap.

Pemilik kapal adalah orang perseorangan warga negara Republik
Indonesia yang melakukan usaha perikanan tangkap.

. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang

selanjutnya disingkat WPP-NRI adalah wilayah pengelolaan perikanan
untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona
ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan
air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik
Indonesia.

Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan
penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang
menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross
tonnage (GT).

Rencana usaha perikanan tangkap, yang selanjutnya disebut rencana
usaha, adalah dokumen yang berisi rencana tahapan kegiatan dalam
mewujudkan usaha perikanan tangkap.

Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan
yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun,
termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,
mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah,
dan/atau mengawetkannya.

Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan
pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan.

Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang
digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi
penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan,
pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi
perikanan.

Kapal penangkap ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap
ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau
mengawetkan ikan.

Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/atau
secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung,
mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan
ikan.

Sentra kegiatan nelayan adalah tempat bongkar bagi kapal penangkap
ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT dan tempat muat ikan
ke kapal pengangkut ikan.

Satuan armada penangkapan ikan adalah kelompok kapal perikanan
yang secara teknis dirancang untuk dioperasikan dalam satu kesatuan
sistem operasi penangkapan (purse seine group), yang terdiri atas kapal
penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dan kapal pendukung operasi
penangkapan ikan.

17. Kemitraan ...
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Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung
maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan,
mempercayai, memperkuat, menguntungkan, dan membina.

Unit Pengolahan lkan, yang selanjutnya disingkat UPI, adalah tempat
dan fasilitas untuk melakukan aktifitas pengolahan ikan.

Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-
benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disingkat ZEEI,
adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia
sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku
tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya,
dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang
diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.

Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin
tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan usaha perikanan dengan
menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

Surat Izin Penangkapan lkan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah
izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan
penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

Surat lIzin Kapal Pengangkut lkan, yang selanjutnya disingkat SIKPI,
adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk
melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari SIUP.

Alokasi adalah jumlah kapal perikanan yang akan diizinkan untuk
beroperasi di wilayah perairan tertentu yang merupakan bagian dari
WPP-NRI berdasarkan estimasi potensi sumber daya ikan yang
ditetapkan.

Rekomendasi Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal, yang
selanjutnya disingkat RAPIPM, adalah keterangan tertulis yang memuat
persetujuan alokasi penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Direktur
Jenderal kepada perusahaan di bidang penangkapan ikan dengan
fasilitas penanaman modal melalui instansi yang berwenang di bidang
penanaman modal.

Perluasan alokasi adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan/atau
penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan dan belum tercantum
dalam SIUP.

Pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan
umum sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, bongkar
muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Pelabuhan singgah adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum
sebagai tempat kapal perikanan singgah untuk mengisi perbekalan atau
keperluan operasional lainnya.

Pelabuhan bongkar adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum
sebagai tempat kapal perikanan dalam usaha perikanan tangkap terpadu
melakukan bongkar ikan.

30. Pelabuhan ...
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Pelabuhan muat adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum
sebagai tempat kapal perikanan untuk memuat ikan dan mengisi
perbekalan atau keperluan operasional lainnya.

Surat Perintah Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah
surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk
yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh setiap orang
sesuai Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

Pungutan Pengusahaan Perikanan, yang selanjutnya disingkat PPP,
adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam
rangka memperoleh SIUP atau SIKPI, sebagai imbalan atas kesempatan
yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha
perikanan atau pengangkutan ikan dalam WPP-NRI dan/atau laut lepas.
Pungutan Hasil Perikanan, yang selanjutnya disingkat PHP, adalah
pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam rangka
memperoleh SIPI, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh
Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan.

Alih Muatan (Transhipment) adalah pemindahan ikan hasil tangkapan
dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan atau pemindahan
ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal penangkap
ikan.

Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, yang selanjutnya disingkat
UPT Pelabuhan Perikanan adalah unit pelaksana teknis di bidang
pelabuhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

Kepala Dinas adalah kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang
bertanggung jawab di bidang perikanan.

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi Pemerintah,
pemerintah daerah, pelaku usaha, dan nelayan kecil dalam pelaksanaan
kegiatan usaha perikanan tangkap.

BAB Il
JENIS USAHA PERIKANAN TANGKAP

Pasal 3

Jenis usaha perikanan tangkap meliputi:

oo op

usaha penangkapan ikan;

usaha pengangkutan ikan;

usaha penangkapan dan pengangkutan ikan; dan
usaha perikanan tangkap terpadu.

Pasal 4

Usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan
dan/atau kapal pengangkut ikan dengan jumlah kumulatif 200 (dua ratus)
GT keatas hanya dapat dilakukan oleh perusahaan berbadan hukum.

Pasal 5 ...



Pasal 5

(1) Usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
terdiri dari:

a. usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap
ikan yang dioperasikan secara tunggal;

b. usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap
ikan yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan; dan

c. usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap
ikan yang dioperasikan secara tunggal dan usaha penangkapan ikan
dengan menggunakan kapal penangkap ikan yang dioperasikan dalam
satuan armada penangkapan ikan.

(2) Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan
yang dioperasikan secara tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan oleh kapal penangkap ikan yang sekaligus berfungsi
sebagai kapal pengangkut ikan hasil tangkapan.

(3) Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan
yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh kapal penangkap ikan,
kapal pengangkut ikan, dan kapal pendukung operasi penangkapan ikan
yang merupakan satu kesatuan armada penangkapan ikan.

(4) Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan
yang dioperasikan secara tunggal dan usaha penangkapan ikan dengan
menggunakan kapal penangkap ikan yang dioperasikan dalam satuan
armada penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilakukan dalam 1 (satu) usaha.

Pasal 6

(1) Usaha pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
terdiri dari:
a. usaha pengangkutan ikan di dalam negeri; dan
b. usaha pengangkutan ikan untuk tujuan ekspor.

(2) Usaha pengangkutan ikan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. pengangkutan ikan dari sentra nelayan;

b. pengangkutan ikan dari pelabuhan pangkalan ke pelabuhan muat;
dan

c. pengangkutan ikan dengan pola kemitraan.

(3) Usaha pengangkutan ikan untuk tujuan ekspor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b merupakan kapal pengangkut ikan yang digunakan
untuk mengangkut ikan ke luar negeri.

(4) Usaha pengangkutan ikan untuk tujuan ekspor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, dan usaha pengangkutan ikan dari pelabuhan
pangkalan ke pelabuhan muat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat dilakukan oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.

Pasal 7

Usaha penangkapan dan pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf c hanya dapat dilakukan dalam satu perusahaan.

Pasal 8 ...



Pasal 8

Usaha perikanan tangkap terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf d terdiri dari:

a. usaha perikanan tangkap dengan penanaman modal dalam negeri dan
penanaman modal asing; dan

b. usaha perikanan tangkap non-penanaman modal.

Pasal 9

(1) Usaha perikanan tangkap terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
merupakan integrasi antara kegiatan penangkapan ikan, pengangkutan
ikan dengan industri pengolahan ikan.

(2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
meningkatkan mutu, nilai tambah, dan daya saing produk perikanan
Indonesia.

(3) Usaha perikanan tangkap terpadu dapat diberikan insentif berupa:

a. tambahan alokasi jumlah kapal perikanan;

b. prioritas pemanfaatan kawasan industri di pelabuhan perikanan;

c. pemberian pelabuhan bongkar pada SIPI dan SIKPI sesuai dengan UPI
yang dimiliki;

d. fasilitasi promosi produk perikanan, baik di pasar lokal maupun
pasar ekspor; dan/atau

e. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.

(4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan tetap
mempertimbangkan ketersediaan sumber daya ikan, sarana dan
prasarana yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan,
pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota sesuai
kewenangannya.

Pasal 10

(1) Usaha penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan yang melakukan
pengembangan usaha pengolahan ikan dapat diberikan insentif berupa:
a. tambahan alokasi jumlah kapal perikanan;
b. prioritas pemanfaatan kawasan industri di pelabuhan perikanan;

dan/atau
c. pemberian pelabuhan bongkar pada SIPI dan SIKPI sesuai dengan UPI
yang dimiliki.

(2) Usaha pengolahan ikan yang melakukan pengembangan usaha
penangkapan ikan dapat diberikan insentif berupa:
a. fasilitasi promosi produk perikanan, baik di pasar lokal maupun pasar
ekspor; dan/atau
b. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan sumber daya ikan,
sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan
Perikanan, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota sesuai
kewenangannya.

BAB Il ...
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BAB Il
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Jenis Perizinan dan Masa Berlaku

Pasal 11
(1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap di WPP-NRI,
wajib memiliki izin usaha perikanan tangkap.
(2) Izin usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
a. izin usaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP;

b. izin penangkapan ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIPI; dan
c. izin kapal pengangkut ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI.

(3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
a. SIUP perorangan;
b. SIUP perusahaan; dan
c. SIUP penanaman modal.

(4) SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:

a. SIPI untuk kapal penangkap ikan yang dioperasikan secara tunggal,

b. SIPI untuk kapal penangkap ikan yang dioperasikan dalam satuan
armada penangkapan ikan;

c. SIPI untuk kapal pendukung operasi penangkapan ikan; dan

d. SIPI untuk kapal latih atau penelitian/eksplorasi perikanan.

(5) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
a. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan dari sentra nelayan;

b. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan dari pelabuhan pangkalan ke
pelabuhan muat;

SIKPI untuk kapal pengangkut ikan dengan pola kemitraan;
d. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor;

e. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan berbendera asing yang diageni
oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan; dan

f. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang
diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.

o

Pasal 12

(1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
huruf a dikecualikan bagi:
a. nelayan kecil; dan
b. Pemerintah, pemerintah daerah, atau perguruan tinggi untuk
kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan.

(2) Kewajiban memiliki SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (2) huruf b dan huruf c, dikecualikan bagi nelayan kecil dan
kewajiban tersebut diganti dengan Bukti Pencatatan Kapal.

Pasal 13 ...
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Pasal 13

(1) SIUP Dberlaku selama orang melakukan kegiatan usaha perikanan
tangkap.
(2) SIPI, SIKPI, dan Bukti Pencatatan Kapal berlaku selama 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Kewenangan Penerbitan Izin

Pasal 14

(1) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan izin usaha perikanan
tangkap kepada Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/walikota sesuai
kewenangannya.

(2) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang
menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk:

a. kapal perikanan dengan ukuran diatas 30 (tiga puluh) GT; dan

b. usaha perikanan tangkap yang menggunakan modal asing dan/atau
tenaga kerja asing.

(3) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan
SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran diatas 10
(sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT untuk orang yang
berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi pada perairan di
wilayah pengelolaan perikanan provinsi tersebut berkedudukan, serta
tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.

(4) Bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang
menerbitkan:

a. SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran sampai
dengan 10 (sepuluh) GT untuk orang yang berdomisili di wilayah
administrasinya dan beroperasi pada perairan provinsi tempat
kabupaten/kota tersebut berkedudukan, serta tidak menggunakan
modal asing dan/atau tenaga kerja asing; dan

b. Bukti Pencatatan Kapal untuk nelayan kecil yang menggunakan 1
(satu) kapal berukuran paling besar 5 (lima) GT untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari.

(5) Penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI oleh gubernur dan bupati/walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf a dalam
pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk.

(6) Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas.

(7) Gubernur menyampaikan laporan SIUP, SIPlI, dan SIKPI yang
diterbitkannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setiap 6 (enam)
bulan.

(8) Bupati/walikota menyampaikan laporan SIUP, SIPI, SIKPI, dan Bukti
Pencatatan Kapal yang diterbitkannya kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal setiap 6 (enam) bulan.

(9) Persyaratan dan tata cara penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI yang menjadi
kewenangan gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 15 ...



12

Pasal 15

(1) Penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
harus mempertimbangkan estimasi potensi dan jumlah tangkapan
sumber daya ikan yang diperbolehkan yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri.

(2) Berdasarkan estimasi potensi dan jumlah tangkapan sumber daya ikan
yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur
Jenderal menetapkan jumlah GT kapal yang dapat memanfaatkan
sumber daya ikan pada masing-masing WPP-NRI untuk pusat, provinsi,
dan kabupaten/kota.

(3) Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan laporan jumlah GT kapal
yang memanfaatkan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) kepada Direktur Jenderal.

(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur
Jenderal melaporkan kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan dalam
menetapkan kebijakan pengelolaan perikanan.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Izin

Paragraf 1
Surat Izin Usaha Perikanan

Pasal 16

(1) Setiap orang untuk memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal,
dengan melampirkan persyaratan:

a. rencana usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, dan rencana
operasional;

b.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal atau
perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;

c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung
jawab perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;

d. surat keterangan domisili usaha,;

e. fotokopi akta pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya;

f. fotokopi pengesahan badan hukum bagi perusahaan perikanan yang
menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan
dengan jumlah kumulatif 200 (dua ratus) GT keatas;

g. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau
penanggung jawab perusahaan yang menyatakan:

1) kesanggupan membangun atau memiliki UPI atau bermitra dengan
UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi
usaha perikanan tangkap terpadu;

2) kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

3) kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan
Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 17 ...



13

Pasal 17

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana
usaha dan kelengkapan persyaratan lainnya paling lama 5 (lima) hari
kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya
berupa persetujuan atau penolakan.

(2) Direktur Jenderal dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penilai Kelayakan Rencana Usaha yang
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

(3) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP
paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan SIUP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disetujui.

(4) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti
pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.

(5) Paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran (SSBP)
diterima, dilakukan pengambilan pas foto dan specimen tanda tangan
pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dalam rangka
penerbitan SIUP.

(6) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP
diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan SIUP dinyatakan
batal demi hukum.

(7) Direktur Jenderal menerbitkan SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak
pengambilan pas foto dan specimen tanda tangan.

(8) Apabila permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak,
Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon paling
lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan SIUP
menjadi milik Direktorat Jenderal.

(9) Bentuk dan format SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang terdiri dari:

a. Lampiran | : SIUP untuk Perseorangan.
b. Lampiran Il : SIUP untuk Perusahaan.

Pasal 18

SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat berlaku juga untuk
kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan yang rencana
usahanya meliputi laut lepas.

Paragraf 2
Surat Izin Penangkapan Ikan

Pasal 19

(1) Setiap orang untuk memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal,
dengan melampirkan persyaratan:

a. fotokopi SIUP;

b. fotokopi ...
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. fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya, apabila grosse

akta dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik
dengan menunjukkan aslinya,;

spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan;

. fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement);

data kapal dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IlI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
rencana target spesies penangkapan ikan;

Surat Keterangan Pemasangan Transmitter vessel monitoring system
yang dikeluarkan oleh Pengawas Perikanan;

. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau

penanggung jawab perusahaan yang menyatakan:

1) kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan
menjaga keselamatan petugas pemantau (observer) untuk kapal
penangkap ikan berukuran 30 (tiga puluh) GT keatas;

2) kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan
lingkungannya;

3) kesanggupan mengisi log book sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

4) kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK
berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

5) kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang
melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan,
dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing); dan

6) kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kapal
penangkap ikan dalam satuan armada ditambah persyaratan berupa
daftar kapal penangkap ikan, jenis alat penangkapan ikan, kapal
pengangkut ikan, dan kapal pendukung operasi penangkapan berupa
kapal lampu.

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
untuk kapal penangkap ikan dalam usaha perikanan tangkap terpadu
ditambah persyaratan berupa surat keterangan dari Direktur Jenderal
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang menyatakan:

a.

b.

realisasi pembangunan UPI paling sedikit 75% (tujuh puluh lima
persen), untuk pengadaan kapal penangkap ikan bekas;

realisasi pembangunan UPI paling sedikit 50% (lima puluh persen),
untuk pengadaan kapal penangkap ikan baru; atau

realisasi pembangunan UPI paling sedikit 65% (enam puluh lima
persen), untuk pengadaan kapal penangkap ikan dalam keadaan baru
dan bekas.

Pasal 20 ...
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Pasal 20

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(1), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan
persyaratan dengan memperhatikan SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja
sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa
persetujuan atau penolakan.

(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui,
paling lama 2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal
penangkap ikan dan alat penangkapan ikan oleh petugas pemeriksa fisik
kapal perikanan.

(3) Pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus mengacu pada grosse akta asli atau akta hipotik dan
pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan mengacu pada spesifikasi
teknis alat penangkapan ikan.

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat
penangkapan ikan telah sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan
paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur
Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal dan alat penangkapan ikan
sudah sesuai.

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal dan/atau alat penangkapan
ikan tidak sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3
(tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal
bahwa hasil pemeriksaaan fisik kapal dan/atau alat penangkapan ikan
tidak sesuai.

(6) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PHP dengan dilampiri blangko SSBP
paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Pemohon harus membayar PHP dan menyampaikan tanda bukti
pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja sejak SPP-PHP diterbitkan.

(8) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PHP
diterbitkan pemohon tidak membayar PHP, permohonan SIPI dinyatakan
batal demi hukum.

(9) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima.

(10)Apabila permohonan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak
dan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak
sesuai, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon
paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan
SIPI menjadi milik Direktorat Jenderal.

(11)Bentuk dan format SIPlI sebagaimana dimaksud pada ayat (9),
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang terdiri dari:

a. Lampiran IV : SIPI untuk Operasi Tunggal.
b. Lampiran V : SIPI untuk Operasi Group-Satuan Armada Penangkapan
Ikan.

Pasal 21 ...
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Pasal 21

(1) Permohonan SIPI bagi kapal pendukung operasi penangkapan ikan yang
dioperasikan dalam satuan armada yang berupa kapal lampu, diajukan
kepada Direktur Jenderal bersamaan dengan pengajuan permohonan
SIPI untuk Operasi Satuan Armada Penangkapan lkan.

(2) Bentuk dan format SIPI bagi kapal pendukung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Bagi kapal perikanan yang dimiliki oleh Pemerintah, pemerintah daerah,
atau perguruan tinggi untuk melakukan pelatihan atau
penelitian/eksplorasi perikanan, harus mengajukan permohonan SIPI
kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan:

a. fotokopi grosse akta, dengan menunjukkan aslinya, apabila grosse akta
dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan
menunjukkan aslinya;

b. spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan,;

. fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement);

. Surat Keterangan Pemasangan Transmitter vessel monitoring system yang

dikeluarkan oleh Pengawas Perikanan;

e. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemohon yang menyatakan:

1) kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan
lingkungannya; dan

2) kesanggupan mengisi log book sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

[oRN 9}

Pasal 23

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,
Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan
persyaratan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan
secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.

(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui,
paling lama 2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal
penangkap ikan dan alat penangkapan ikan oleh petugas pemeriksa fisik
kapal perikanan.

(3) Pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus mengacu pada grosse akta asli atau akta hipotik dan
pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan mengacu pada spesifikasi
teknis alat penangkapan ikan.

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat
penangkapan ikan telah sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan
paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur
Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal dan alat penangkapan ikan
sudah sesuai.

(5) Dalam ...
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(5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal dan/atau alat penangkapan
ikan tidak sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3
(tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal
bahwa hasil pemeriksaaan fisik kapal dan/atau alat penangkapan ikan
tidak sesuai.

(6) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Apabila permohonan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak
dan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak
sesuai, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon
paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan
SIPI menjadi milik Direktorat Jenderal.

(8) Bentuk dan format SIPlI sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIl yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3
Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan

Pasal 24

(1) Setiap orang untuk memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal,
dengan melampirkan persyaratan:

a. fotokopi SIUP;

b. fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya, apabila grosse
akta sedang dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta
hipotik dengan menunjukkan aslinya;

c. fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement);

d. data kapal dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran llI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

e. Surat Keterangan Pemasangan Transmitter vessel monitoring system
yang dikeluarkan oleh Pengawas Perikanan;

f. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau
penanggung jawab perusahaan yang menyatakan:

1) kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan
menjaga keselamatan petugas pemantau di atas kapal pengangkut
ikan (observer);

2) kesanggupan menggunakan 1 (satu) orang tenaga kualiti kontrol
yang memiliki sertifikat keterampilan penanganan ikan (SKPI);

3) kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan
lingkungannya;

4) kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK
berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

5) kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang
melakukan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan,
dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing); dan

6) kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

(2) Persyaratan ...
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(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan
persyaratan khusus, yaitu:

a. untuk kapal pengangkut ikan dari sentra kegiatan nelayan, berupa
daftar nama sentra kegiatan nelayan yang menjadi tempat muat ikan
hasil tangkapan yang disahkan oleh dinas kabupaten/kota;

b. untuk kapal pengangkut ikan dengan pola kemitraan, berupa daftar
kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT
yang menjadi mitra yang disahkan oleh dinas kabupaten/kota;

c. untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor, berupa:

1) rencana pelabuhan pangkalan dan pelabuhan tujuan;

2) fotokopi surat tanda kebangsaan kapal untuk kapal asing;

3) fotokopi surat ukur internasional untuk kapal asing; dan

4) fotokopi paspor dan buku pelaut (seamen book) dan foto nakhoda
ukuran 4 x 6 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar dan daftar
anak buah kapal (ABK).

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
untuk kapal pengangkut ikan dalam usaha perikanan tangkap terpadu
ditambah persyaratan berupa surat keterangan dari Direktur Jenderal
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang menyatakan:

a. realisasi pembangunan UPI paling sedikit 75% (tujuh puluh lima
persen), untuk pengadaan kapal pengangkut ikan bekas;

b. realisasi pembangunan UPI paling sedikit 50% (lima puluh persen),
untuk pengadaan kapal pengangkut ikan baru; atau

c. realisasi pembangunan UPI paling sedikit 65% (enam puluh lima
persen), untuk pengadaan kapal pengangkut ikan dalam keadaan
baru dan bekas.

Pasal 25

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan
persyaratan dengan memperhatikan SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja
sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa
persetujuan atau penolakan.

(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui,
paling lama 2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal
pengangkut ikan oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan.

(3) Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus mengacu pada grosse akta asli atau akta hipotik.

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan telah sesuai
dengan grosse akta asli atau akta hipotik, petugas pemeriksa fisik kapal
perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi
kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal sudah
sesuai.

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan tidak sesuai,
petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja
menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil
pemeriksaan fisik kapal tidak sesuai.

(6) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP
paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Pemohon ...
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(7) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti
pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.

(8) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP
diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan SIKPI
dinyatakan batal demi hukum.

(9) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI paling lama 3 (tiga) hari kerja
setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima.

(10) Apabila permohonan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak
dan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak
sesuai, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon
paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan
SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal.

(11) Bentuk dan format SIKPlI sebagaimana dimaksud pada ayat (9),
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang terdiri dari:

a. Lampiran VIII : SIKPI untuk kapal pengangkut ikan dengan
pola kemitraan.

b. Lampiran IX : SIKPI untuk kapal pengangkut ikan tujuan
ekspor.

c. Lampiran X : SIKPI untuk kapal pengangkut ikan dari
pelabuhan pangkalan ke pelabuhan muat.

d. Lampiran Xl : SIKPI untuk kapal pengangkut ikan dari sentra
nelayan.

Pasal 26

(1) Perusahaan bukan perusahaan perikanan yang mengoperasikan kapal
untuk melakukan pengangkutan ikan wajib memiliki SIKPI.

(2) Perusahaan bukan perusahaan perikanan untuk memiliki SIKPI harus
mengajukan  permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan
melampirkan persyaratan:

a. fotokopi Surat Izin Usaha Pelayaran Angkutan Laut (SIUPAL) yang
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dengan menunjukkan
aslinya;

b. fotokopi grosse akta, dengan menunjukkan aslinya, apabila grosse
akta dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik
dengan menunjukkan aslinya;

c. fotokopi surat penunjukan keagenan atau fotokopi surat perjanjian
sewa kapal;

d. gambar rencana umum kapal (general arrangement);

e. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal bagi kapal berbendera asing;

f. daftar nama perusahaan perikanan yang membutuhkan jasa
pengangkutan ikan dalam bentuk kerja sama yang disahkan oleh
Notaris;

g. fotokopi surat ukur internasional, bagi kapal berbendera asing;

h. fotokopi KTP/paspor pemilik kapal atau penanggung jawab
perusahaan;

i. fotokopi ...
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i. fotokopi paspor dan buku pelaut (seamen book) dan foto nakhoda
ukuran 4 x 6 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar; dan

j. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan
informasi yang disampaikan.

Pasal 27

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(2), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan
persyaratan dengan memperhatikan SIUPAL paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya
berupa persetujuan atau penolakan.

(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui,
paling lama 3 (tiga) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal
pengangkut oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan.

(3) Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus mengacu pada grosse akta asli atau akta hipotik.

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut telah sesuai dengan
grosse akta asli atau akta hipotik, petugas pemeriksa fisik kapal
perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi
kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal sudah
sesuai.

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut tidak sesuali,
petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja
menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil
pemeriksaan fisik kapal tidak sesuai.

(6) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP
paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti
pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.

(8) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP
diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan SIKPI
dinyatakan batal demi hukum.

(9) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima.

(10) Apabila permohonan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak
dan hasil pemeriksaan fisik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
tidak sesuai, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada
pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas
permohonan SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal.

(11) Bentuk dan format SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (9),
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang terdiri dari:

a. Lampiran Xll : SIKPI untuk kapal berbendera asing yang diageni oleh
perusahaan bukan perusahaan perikanan.

b. Lampiran ...
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b. Lampiran Xl : SIKPI untuk kapal berbendera Indonesia yang diageni
oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.

Pasal 28

(1) Permohonan SIKPI bagi kapal pengangkut ikan yang dioperasikan dalam
satuan armada, diajukan kepada Direktur Jenderal bersamaan dengan
pengajuan permohonan SIPlI untuk Operasi Satuan Armada
Penangkapan lkan.

(2) Bentuk dan format SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal

Pasal 29

(1) Nelayan kecil untuk memiliki Bukti Pencatatan Kapal harus mengajukan
permohonan kepada kepala dinas kabupaten/kota dengan melampirkan
persyaratan:

a. fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya;
b. spesifikasi teknis alat penangkapan ikan; dan
C. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:

1) kapal yang digunakan hanya 1 (satu) unit dengan ukuran paling
besar 5 (lima) GT yang dibuktikan dengan surat tukang atau surat
galangan; dan

2) kesanggupan untuk melaporkan hasil tangkapan ikan.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala

dinas kabupaten/kota paling lama 2 (dua) hari kerja menerbitkan Bukti
Pencatatan Kapal.

(3) Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal tidak dipungut biaya.
(4) Bentuk dan format Bukti Pencatatan Kapal sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PENGADAAN KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN

Pasal 30

(1) Menteri memberikan kewenangan persetujuan pengadaan kapal
penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan kepada Direktur Jenderal
dengan ukuran diatas 30 (tiga puluh) GT.

(2) Menteri memberikan kewenangan persetujuan pengadaan kapal
penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan kepada gubernur dengan
ukuran diatas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.

(3) Menteri memberikan kewenangan persetujuan pengadaan kapal
penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan kepada bupati/walikota
dengan ukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT.

Pasal 31 ...
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Pasal 31

(1) Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dilakukan dari dalam
negeri dan/atau luar negeri dengan cara membeli, membangun, atau
memodifikasi.

(2) Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dari
dalam negeri atau luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dilakukan dalam keadaan baru atau bekas atas nama pemegang
SIUP.

(3) Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dari
dalam negeri harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dari
luar negeri harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

(5) Pengadaan kapal penangkap ikan dari luar negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dengan kriteria:

a. keadaan baru, dengan ketentuan berukuran diatas 100 (seratus) GT,;
b. keadaan bekas berukuran diatas 100 (seratus) GT dengan ketentuan:
1) paling banyak 50% (lima puluh persen) dari alokasi kapal yang
tercantum dalam SIUP;
2) umur kapal tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
3) dilakukan oleh perusahaan perikanan yang berbadan hukum.

(6) Pengadaan kapal pengangkut ikan dari luar negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dengan kriteria:

a. keadaan baru, dengan ketentuan berukuran diatas 500 GT,;

b. keadaan bekas berukuran diatas 1000 (seribu) GT dengan ketentuan:
1) paling banyak 50% (lima puluh persen) dari alokasi kapal yang

tercantum dalam SIUP;

2) umur kapal tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
3) dilakukan oleh perusahaan perikanan yang berbadan hukum.

Pasal 32

(1) Setiap orang untuk melakukan pengadaan kapal penangkap ikan
dan/atau kapal pengangkut ikan harus mengajukan permohonan kepada
Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan:

a. fotokopi SIUP;

b. fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement);

c. spesifikasi teknis jenis alat penangkapan ikan yang akan digunakan,
untuk kapal penangkap ikan;

d. surat keterangan dari galangan kapal, untuk pengadaan kapal baru;

e. rekomendasi dari pemerintah negara tempat membangun kapal dan
diketahui oleh kantor perwakilan Negara Republik Indonesia di negara
yang bersangkutan untuk pengadaan kapal dari luar negeri; dan

f. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa kapal
perikanan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan
penangkapan dan/atau pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak
dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated
fishing) untuk pengadaan kapal keadaan bekas.

(2) Berdasarkan ...
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(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur
Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan
memperhatikan SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya
permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau
penolakan.

(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui,
paling lama 3 (tiga) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan
persetujuan pengadaan kapal.

(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak,
Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon paling
lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan menjadi
milik Direktorat Jenderal.

Pasal 33

Persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan
tidak diberikan bagi kapal yang berasal dari lelang akibat melakukan
penangkapan ikan dan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak
dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing).

Pasal 34

Persyaratan dan tata cara pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal
pengangkut ikan yang menjadi kewenangan gubernur atau bupati/walikota
diatur dalam Peraturan Daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri
ini.
Pasal 35

Direktur Jenderal, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenanganya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 untuk memberikan persetujuan
pengadaan kapal harus mengacu pada estimasi potensi dan jumlah
tangkapan sumber daya ikan yang diperbolehkan yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri.

BAB V
PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT
IKAN

Pasal 36

(1) Pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan
dilakukan pada saat permohonan SIPl dan apabila terjadi perubahan
spesifikasi kapal dan/atau spesifikasi alat penangkapan ikan.

(2) Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dilakukan pada saat
permohonan SIKPI dan apabila terjadi perubahan spesifikasi kapal.

(3) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan di dalam negeri oleh Petugas Pemeriksa Fisik Kapal
Perikanan.

(4) Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) mempunyai tugas melakukan pemeriksaan fisik kapal
penangkap ikan, alat penangkapan ikan, dan kapal pengangkut ikan
yang disesuaikan dengan grosse akta asli atau akta hipotik dan
spesifikasi alat penangkapan ikan.

(5) Biaya ...
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(5) Biaya pelaksanaan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Kementerian Kelautan dan Perikanan.

(6) Standar Operasional Prosedur dan Tim Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB VI
DAERAH PENANGKAPAN DAN PELABUHAN PANGKALAN

Pasal 37

(1) Kapal penangkap ikan diberikan daerah penangkapan ikan di 1 (satu)
WPP-NRI.

(2) Daerah penangkapan ikan dapat diberikan di 2 (dua) WPP-NRI untuk
WPP-NRI yang berdampingan.

(3) Setiap kapal penangkap ikan diberikan 1 (satu) pelabuhan pangkalan
dan 1 (satu) pelabuhan singgah.

(4) Setiap kapal pengangkut ikan diberikan 1 (satu) pelabuhan pangkalan.

(5) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan wajib
mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan sebagaimana
tercantum dalam SIPI atau SIKPI.

(6) Setiap kapal yang tidak mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan
pangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) diberikan
sanksi pencabutan SIPI atau SIKPI.

Pasal 38

(1) Kapal penangkap ikan berukuran diatas 30 (tiga puluh) GT diberikan
daerah penangkapan ikan di perairan kepulauan dan ZEEI.

(2) Kapal penangkap ikan berukuran 100 (seratus) GT keatas diberikan
daerah penangkapan ikan di ZEEI.

(3) Kapal penangkap ikan yang diperoleh melalui pengadaan dari luar negeri
dan/atau buatan luar negeri diberikan daerah penangkapan ikan di
ZEEL.

BAB VII
USAHA PERIKANAN TANGKAP TERPADU

Bagian Kesatu
Penanaman Modal

Pasal 39

(1) Usaha perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas penanaman modal:
a. dalam negeri, dengan ketentuan menggunakan kapal perikanan
berukuran diatas 30 GT;
b. asing, dengan ketentuan menggunakan kapal perikanan berukuran
diatas 100 GT.

(2) Usaha perikanan tangkap terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memiliki kapal perikanan dengan jumlah kumulatif diatas 2.000
(dua ribu) GT.

Pasal 40 ...
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Pasal 40

(1) Perusahaan perikanan dengan fasilitas penanaman modal harus
mengajukan permohonan RAPIPM kepada Direktur Jenderal melalui
instansi yang berwenang di bidang penanaman modal, dengan
melampirkan persyaratan:

a. identitas perusahaan;

b. untuk penanaman modal asing wajib mendirikan perseroan terbatas
berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah
Negara Republik Indonesia; dan

c. rencana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf
a.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur
Jenderal melakukan penilaian terhadap rencana usaha paling lama 5
(lima) hari kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.

(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui,
paling lama 2 (dua) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan RAPIPM
yang disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang
penanaman modal dalam rangka penerbitan surat persetujuan
penanaman modal.

(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak,
paling lama 2 (dua) hari kerja Direktur Jenderal menyampaikan
penolakan disertai alasan penolakan yang disampaikan kepada instansi
yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

Pasal 41

(1) Berdasarkan surat persetujuan penanaman modal yang dikeluarkan oleh
instansi yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal,
perusahaan perikanan mengajukan permohonan penerbitan SIUP kepada
Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan:

a. rencana usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, dan
rencana operasional;

b. fotokopi NPWP perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;

c. fotokopi KTP/paspor penanggung jawab perusahaan, dengan
menunjukkan aslinya;

d. surat keterangan domisili usaha,;

fotokopi pengesahan badan hukum;

surat pernyataan bermeterai cukup dari penanggung jawab

perusahaan yang menyatakan:

1) kebenaran data dan informasi yang disampaikan; dan

2) kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur
Jenderal melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana usaha dan
kelengkapan persyaratan lainnya paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa
persetujuan atau penolakan.

bl ¢)

(3) Direktur ...
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(3) Direktur Jenderal dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dibantu oleh Tim Penilai Kelayakan Rencana Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

(4) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP
paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan SIUP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disetujui.

(5) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti
pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.

(6) Paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran (SSBP)
diterima, dilakukan pengambilan pas foto dan specimen tanda tangan
pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dalam rangka
penerbitan SIUP.

(7) Direktur Jenderal menerbitkan SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak
pengambilan pas foto dan specimen tanda tangan.

(8) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP
diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan SIUP dinyatakan
batal demi hukum.

(9) Apabila permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak,
Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon paling
lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan SIUP
menjadi milik Direktorat Jenderal.

(10)Bentuk dan format SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 42

(1) Bagi perusahaan dengan fasilitas penanaman modal yang menggunakan
kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan jumlah
kumulatif diatas 2.000 (dua ribu) GT harus melakukan pengolahan ikan
dengan membangun atau memiliki UPI.

(2) Pembangunan UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
fasilitas, sarana pengolahan, kelayakan pengolahan, produksi, dan
ketersediaan bahan baku.

(3) Pembangunan UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib
direalisasikan 100% (seratus persen) paling lama 1 (satu) tahun sejak
SIPI dan/atau SIKPI diterbitkan.

(4) UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi oleh Direktorat
Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan khususnya yang
terkait dengan fasilitas, sarana pengolahan, kelayakan pengolahan,
produksi, dan ketersediaan bahan baku, serta operasionalisasi.

(5) Ketentuan lebih lanjut terhadap pembangunan, evaluasi dan
operasionalisasi UPI ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Bagian ...



27

Bagian Kedua
Non-Penanaman Modal

Pasal 43

(1) Usaha perikanan tangkap terpadu oleh perusahaan non-penanaman
modal yang menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal
pengangkut ikan dengan jumlah kumulatif diatas 2.000 (dua ribu) GT
harus melakukan pengolahan ikan dengan membangun atau memiliki
UPI.

(2) Pembangunan UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
fasilitas, sarana pengolahan, kelayakan pengolahan, produksi, dan
ketersediaan bahan baku.

(3) Pembangunan UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib
direalisasikan 100% (seratus persen) paling lama 1 (satu) tahun sejak
SIPI dan/atau SIKPI diterbitkan.

(4) UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi oleh Direktorat
Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan khususnya yang
terkait dengan fasilitas, sarana pengolahan, kelayakan pengolahan,
produksi, dan ketersediaan bahan baku, serta operasionalisasi.

(5) Ketentuan lebih lanjut terhadap pembangunan, evaluasi dan
operasionalisasi UPI ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Pasal 44

(1) Perusahaan yang menggunakan kapal penangkap ikan dengan jumlah
kumulatif 200 (dua ratus) GT sampai dengan 2.000 (dua ribu) GT wajib
bermitra dengan UPI.

(2) Kemitraan dengan UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan melampirkan persyaratan:
a. UPI telah memiliki SKP;
b. kapasitas pengolahan tidak melampaui kapasitas terpasang UPI;
c. akta notaris tentang pengesahan perjanjian kemitraan; dan
d. daftar nama UPI yang akan bermitra.

(3) Perusahaan yang melakukan kemitraan dengan UPI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan kemitraan kepada
Direktur Jenderal, Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan, dan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan.

(4) Ketentuan mengenai kemitraan dengan UPI sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur
Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

BAB VIl
PERUBAHAN, PERPANJANGAN, DAN PENGGANTIAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
SIUP

Paragraf 1
Perubahan

Pasal 45 ...
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Pasal 45
(1) Perubahan SIUP dilakukan apabila terdapat perubahan:

a. penanggung jawab perusahaan;

b. domisili usaha;

c. perluasan alokasi;

d. pengurangan alokasi;

e. daerah penangkapan ikan;

f. pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar, pelabuhan singgah, atau
pelabuhan muat;

g. alat penangkapan ikan; dan/atau

h. ukuran kapal penangkap ikan dan/atau ukuran kapal pengangkut

ikan.

(2) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan
setelah 6 (enam) bulan sejak SIUP diterbitkan.

(3) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan
dalam hal adanya kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan perikanan
maupun perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b
dan tidak dikenakan pungutan.

(4) Perluasan alokasi dapat diajukan setelah merealisasikan seluruh alokasi
yang tercantum dalam SIUP dengan memperhatikan estimasi potensi
sumber daya ikan.

(5) Pengurangan alokasi dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan
atau apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak SIUP
diterbitkan tidak dapat merealisasikan seluruh rencana usahanya, SIUP
diganti sesuai dengan realisasi rencana usaha dan PPP yang telah
dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 46

(1) Setiap orang untuk melakukan perubahan SIUP mengajukan
permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan
persyaratan:

a. fotokopi SIUP yang akan diubah;

b. jenis perubahan SIUP yang diminta; dan

C. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan
informasi yang disampaikan.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur
Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan paling
lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap,
yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.

(3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui,
untuk perubahan berupa penanggung jawab perusahaan, domisili
usaha, daerah penangkapan, pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar,
pelabuhan singgah, atau pelabuhan muat tidak dikenakan pungutan.

(4) Dalam hal terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 1 (satu) hari kerja
sejak permohonan SIUP disetujui, dilakukan pengambilan pas foto dan
specimen tanda tangan penanggung jawab perusahaan dalam rangka
penerbitan SIUP.

(5) Direktur ...
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(5) Direktur Jenderal menerbitkan SIUP perubahan paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pengambilan pas foto dan
specimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui,
untuk perubahan berupa perluasan alokasi, penambahan ukuran kapal,
dan perubahan alat penangkapan ikan, Direktur Jenderal menerbitkan
SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 3 (tiga) hari kerja.

(7) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti
pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.

(8) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah SPP-PPP
diterbitkan, pemohon tidak membayar PPP, permohonan perubahan
SIUP dinyatakan batal demi hukum.

(9) Direktur Jenderal menerbitkan SIUP perubahan paling lama 2 (dua) hari
kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima.

(10)Dalam hal terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan dan
perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara bersamaan,
paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran (SSBP)
diterima dilakukan pengambilan pas foto dan specimen tanda tangan
penanggung jawab perusahaan.

(11)Direktur Jenderal menerbitkan SIUP perubahan paling lama 2 (dua) hari
kerja setelah pengambilan pas foto dan specimen tanda tangan.

(12)Apabila permohonan perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon
paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan
perubahan SIUP menjadi milik Direktorat Jenderal.

(13)SIUP Perubahan diberikan apabila SIUP lama yang telah dilakukan
perubahan dikembalikan kepada Direktur Jenderal.

Paragraf 2
Penggantian

Pasal 47

(1) Penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang.

(2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIUP harus mengajukan
permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan
persyaratan:

a. SIUP asli dalam hal SIUP rusak atau surat keterangan hilang dari
kepolisian dalam hal SIUP hilang; dan

b. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan
informasi yang disampaikan.

(3) Direktur Jenderal menerbitkan SIUP pengganti paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) secara lengkap.

(4) Apabila ...
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(4) Apabila dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan dipergunakan untuk
kepentingan yang merugikan Negara dan/atau merugikan pihak lain,
SIUP yang dilaporkan hilang dan SIUP pengganti dicabut.

(5) Penggantian SIUP tidak dikenakan PPP.

Bagian Kedua
SIPI

Paragraf 1
Perubahan

Pasal 48

(1) Perubahan SIPI hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga)
bulan terhitung sejak SIPI diterbitkan.

(2) Perubahan SIPI dilakukan apabila terdapat perubahan:
a. SIUP;
b. spesifikasi kapal penangkap ikan;
c. alat penangkapan ikan;
d. daerah penangkapan; dan/atau
e. pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar, atau pelabuhan singgah.

(3) Setiap orang untuk melakukan perubahan SIPI mengajukan permohonan
kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan:

fotokopi SIUP;

fotokopi SIPI yang akan diubah;

jenis perubahan SIPI yang diminta; dan

surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan
informasi yang disampaikan.

coow

Pasal 49

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat
(3), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan
persyaratan dengan memperhatikan SIUP, paling lama 2 (dua) hari kerja
sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa
persetujuan atau penolakan.

(2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui,
untuk perubahan berupa perubahan spesifikasi kapal penangkap ikan
dan/atau alat penangkapan ikan, paling lama 2 (dua) hari kerja
dilakukan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat
penangkapan ikan oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan.

(3) Pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus mengacu pada grosse akta asli atau akta hipotik dan
pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan mengacu pada spesifikasi
teknis alat penangkapan ikan.

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal dan alat penangkapan ikan
telah sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga)
hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa
hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan
ikan sudah sesuai.

(5) Dalam ...
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(5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal dan/atau alat penangkapan
ikan tidak sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3
(tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal
bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan/atau alat
penangkapan ikan tidak sesuai.

(6) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PHP dengan dilampiri blangko SSBP
paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Pemohon harus membayar PHP dan menyampaikan tanda bukti
pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja sejak SPP-PHP diterbitkan.

(8) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PHP
diterbitkan pemohon tidak membayar PHP, permohonan perubahan SIPI
dinyatakan batal demi hukum.

(9) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI perubahan paling lama 3 (tiga) hari
kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima.

(10)Apabila permohonan perubahan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditolak dan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) tidak sesuai, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada
pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas
permohonan perubahan SIPI menjadi milik Direktorat Jenderal.

(11)Direktur Jenderal menerbitkan SIPI perubahan paling lama 2 (dua) hari
kerja sejak permohonan perubahan SIPI disetujui, untuk perubahan
daerah penangkapan dan pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar,
atau pelabuhan singgah dan tidak dikenakan pungutan.

(12)SIPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan
berakhirnya masa berlaku SIPI yang diubah.

(13)SIPI yang diubah dikembalikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 1
(satu) bulan setelah SIPI perubahan diterbitkan.

Paragraf 2
Perpanjangan

Pasal 50

(1) Perpanjangan SIPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku
SIPI berakhir.

(2) Setiap orang untuk melakukan perpanjangan SIPI harus mengajukan
permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan
persyaratan:

fotokopi SIUP;

fotokopi SIPI yang diperpanjang;

fotokopi grosse akta atau buku kapal perikanan;

bukti pembayaran air time Transmitter Vessel Monitoring System

untuk tahun yang akan datang;

e. surat keterangan dari Kepala Pelabuhan tempat kapal tersebut
berpangkalan, yang menyatakan bahwa kapal tersebut berpangkalan
dan mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan sesuai
dengan yang tercantum dalam SIPI;

coop

f. bukti ...
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f. bukti penyampaian Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan
Kegiatan Penangkapan (LKP);

g. surat keterangan dari Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan yang menyatakan bahwa telah merealisasikan
pembangunan UPI 100% (seratus persen) bagi usaha perikanan
tangkap terpadu; dan

h. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau
penanggungjawab perusahaan yang menyatakan:

1) kapal penangkap ikan tidak terdapat perubahan fungsi, spesifikasi
teknis dan/atau alat penangkapan ikan;

2) kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan
menjaga keselamatan petugas pemantau (observer) untuk kapal
penangkap ikan berukuran 30 (tiga puluh) GT keatas;

3) kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK
berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

4) kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 51

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat
(2), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan
persyaratan dengan memperhatikan SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja
sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa
persetujuan atau penolakan.

(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui,
dan terdapat perubahan spesifikasi teknis kapal penangkapan ikan
dan/atau alat penangkapan ikan, paling lama 2 (dua) hari Kkerja
dilakukan pemeriksaan fisik kapal penangkapan ikan dan/atau alat
penangkapan ikan oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan.

(3) Pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), mengacu pada grosse akta asli atau akta hipotik dan
pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan mengacu pada spesifikasi
teknis alat penangkapan ikan.

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat
penangkapan ikan telah sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan
paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur
Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat
penangkapan ikan sudah sesuai.

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal dan/atau alat penangkapan
ikan tidak sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3
(tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal
bahwa hasil pemeriksaaan fisik kapal dan/atau alat penangkapan ikan
tidak sesuai.

(6) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PHP dengan dilampiri blangko SSBP
paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Dalam ...
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(7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui
dan terdapat perubahan daerah penangkapan dan/atau pelabuhan
pangkalan, pelabuhan bongkar, atau pelabuhan singgah, Direktur
Jenderal menerbitkan SPP-PHP dengan dilampiri blangko SSBP paling
lama 2 (dua) hari kerja sejak disetujuinya permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(8) Pemohon harus membayar PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
atau ayat (7) dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada
Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PHP
diterbitkan.

(9) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PHP
diterbitkan pemohon tidak membayar PHP, permohonan perpanjangan
SIPI dinyatakan batal demi hukum.

(10)Direktur Jenderal menerbitkan SIPl perpanjangan paling lama 3 (tiga)
hari kerja sejak tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima.

(11)Apabila permohonan perpanjangan SIPl sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditolak dan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) tidak sesuai, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan
kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan
berkas permohonan perpanjangan SIPI menjadi milik Direktorat
Jenderal.

(12)SIPI perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berlaku selama
1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku SIPI
sebelumnya.

(13)Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa
berlaku SIPI tidak dilakukan perpanjangan, ketentuan perpanjangan SIPI
diberlakukan sama dengan ketentuan penerbitan SIPI baru.

Pasal 52

(1) Perpanjangan SIPI untuk kapal dengan ukuran diatas 30 (tiga puluh) GT
sampai dengan 60 (enam puluh) GT yang dioperasikan secara tunggal
dapat dilakukan oleh kepala dinas provinsi atas nama gubernur atau
kepala UPT pelabuhan perikanan atas nama Direktur Jenderal.

(2) Kepala dinas provinsi dan kepala UPT pelabuhan perikanan yang dapat
melakukan perpanjangan SIPl sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

(3) Perpanjangan SIPI oleh kepala dinas provinsi atas nama gubernur atau
kepala UPT pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 53

(1) SIPI yang tidak diperpanjang selama kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak
masa berlakunya habis, pemilik kapal atau penanggung jawab
perusahaan harus melaporkan secara tertulis tentang keberadaan dan
aktivitas kapal dan mengembalikan SIPI tersebut kepada Direktur
Jenderal.

(2) Apabila ...
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(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dilaksanakan, pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap aktivitas
kapal yang dilakukan dan terhadap kapal tersebut tidak dapat diberikan
SIPI kembali.

Paragraf 3
Penggantian

Pasal 54

(1) Penggantian SIPI dapat dilakukan apabila SIPI asli rusak atau hilang.

(2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIPI harus mengajukan
permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan
persyaratan:

a. SIPI asli dalam hal SIPI rusak atau surat keterangan hilang dari
kepolisian dalam hal SIPI hilang; dan

b. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan
informasi yang disampaikan.

(3) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI pengganti paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) secara lengkap.

(4) Apabila dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan dipergunakan untuk
kepentingan yang merugikan Negara dan/atau merugikan pihak lain,
SIPI yang dilaporkan hilang dan SIPI pengganti dicabut.

(5) Penggantian SIPI tidak dikenakan PHP.

Bagian Ketiga
SIKPI
Paragraf 1
Perubahan

Pasal 55

(1) Perubahan SIKPI hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga)
bulan terhitung sejak SIKPI diterbitkan.

(2) Perubahan SIKPI dilakukan apabila terdapat perubahan:
a. SIUP;
b. spesifikasi kapal pengangkut ikan; dan/atau
c. pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar, pelabuhan singgah, atau
pelabuhan muat.

(3) Setiap orang untuk melakukan perubahan SIKPI mengajukan
permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan
persyaratan:

fotokopi SIUP;

fotokopi SIKPI yang diubah;

jenis perubahan SIKPI yang diminta; dan

surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan

informasi yang disampaikan.

coow

Pasal 56 ...
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Pasal 56

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat
(3), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan
persyaratan dengan memperhatikan SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja
sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat
berupa persetujuan atau penolakan.

(2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui,
untuk perubahan berupa perubahan spesifikasi kapal pengangkut ikan,
paling lama 2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal
pengangkut ikan oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan.

(3) Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus mengacu pada grosse akta asli atau akta hipotik.

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan telah sesuai,
petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja
menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil
pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sudah sesuai.

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan tidak sesuai,
petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja
menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil
pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan tidak sesuai.

(6) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP
paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti
pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.

(8) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP
diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan perubahan SIKPI
dinyatakan batal demi hukum.

(9) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI perubahan paling lama 3 (tiga) hari
kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima.

(10)Apabila permohonan perubahan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditolak dan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) tidak sesuai, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada
pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas
permohonan perubahan SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal.

(11)Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI perubahan paling lama 2 (dua) hari
kerja sejak permohonan perubahan SIKPI disetujui, untuk perubahan
pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar, pelabuhan singgah, atau
pelabuhan muat dan tidak dikenakan pungutan.

(12)SIKPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan
berakhirnya masa berlaku SIKPI yang diubah.

(13)SIKPI yang diubah dikembalikan kepada Direktorat Jenderal paling lama
1 (satu) bulan setelah SIKPI perubahan diterbitkan.

Pasal 57 ...
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Pasal 57

(1) Perubahan SIKPI perusahaan bukan perusahaan perikanan hanya dapat
diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak SIKPI
diterbitkan.

(2) Perubahan SIKPI dilakukan apabila terdapat perubahan:
a. SIUPAL;
b. tanda kebangsaan kapal bagi kapal asing; dan/atau
c. nakhoda.

(3) Perusahaan bukan perusahaan perikanan untuk melakukan perubahan
SIKPI mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan
melampirkan persyaratan:

fotokopi SIUPAL;

fotokopi SIKPI yang diubah;

jenis perubahan SIKPI yang diminta;

fotokopi paspor dan buku pelaut (seamen book) dan foto nakhoda

ukuran 4 x 6 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar; dan

e. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan
informasi yang disampaikan.

oo

Pasal 58

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat
(3), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan
persyaratan dengan memperhatikan SIUPAL paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya
berupa persetujuan atau penolakan.

(2) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI perubahan paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak permohonan perubahan SIKPI disetujui.

(3) Apabila permohonan perubahan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon
paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan
perubahan SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal.

(4) SIKPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan
berakhirnya masa berlaku SIKPI yang diubah.

(5) SIKPI yang diubah dikembalikan kepada Direktorat Jenderal paling lama
1 (satu) bulan setelah SIKPI perubahan diterbitkan.

(6) Perubahan SIKPI tidak dikenakan PPP.

Paragraf 2
Perpanjangan

Pasal 59
(1) Perpanjangan SIKPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku
SIKPI berakhir.

(2) Setiap orang untuk melakukan perpanjangan SIKPI harus mengajukan
permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan
persyaratan:

a. fotokopi SIUP;
b. fotokopi SIKPI yang diperpanjang;

c. fotokopi...
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c. fotokopi grosse akta atau buku kapal perikanan;

d. bukti pembayaran air time Transmitter Vessel Monitoring System
untuk tahun yang akan datang;

e. surat keterangan dari kepala pelabuhan pangkalan, yang menyatakan
bahwa kapal tersebut berpangkalan dan mendaratkan ikan di
pelabuhan sesuai dengan yang tercantum dalam SIKPI;

f. bukti penyampaian LKU dan LKP;

g. surat keterangan dari Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan yang menyatakan bahwa telah merealisasikan
pembangunan UPI 100% (seratus persen) untuk usaha perikanan
tangkap terpadu; dan

i. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau
penanggungjawab perusahaan yang menyatakan:

1) kapal penangkap ikan tidak terdapat perubahan fungsi, spesifikasi
teknis dan/atau alat penangkapan ikan;

2) kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan
menjaga keselamatan petugas pemantau (observer) untuk kapal
penangkap ikan berukuran 30 (tiga puluh) GT keatas;

3) kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK
berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

4) kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
Pasal 60

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat
(2), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan
persyaratan dengan memperhatikan SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja
sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa
persetujuan atau penolakan.

(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui,
dan terdapat perubahan spesifikasi teknis kapal pengangkut ikan, paling
lama 2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut
ikan oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan.

(3) Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), mengacu pada grosse akta asli atau akta hipotik.

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan telah sesuai,
petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja
menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil
pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sudah sesuai.

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan tidak sesuali,
petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja
menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil
pemeriksaaan fisik kapal pengangkut ikan tidak sesuai.

(6) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP
paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Dalam ...
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(7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui
dan terdapat perubahan pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar,
pelabuhan singgah, atau pelabuhan muat Direktur Jenderal menerbitkan
SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja
sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(8) Pemohon harus membayar PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
atau ayat (7) dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada
Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP
diterbitkan.

(9) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP
diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan perpanjangan
SIKPI dinyatakan batal demi hukum.

(10)Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI perpanjangan paling lama 3 (tiga)
hari kerja sejak tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima.

(11)Apabila permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditolak dan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) tidak sesuai, Direktur Jenderal menyampaikan kepada pemohon
paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan penolakan dan berkas
permohonan perpanjangan SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal.

(12)SIKPI perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berlaku
selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku SIKPI
sebelumnya.

(13)Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa
berlaku SIKPI tidak dilakukan perpanjangan, ketentuan perpanjangan
SIKPI diberlakukan sama dengan ketentuan penerbitan SIKPI baru.

Pasal 61

(1) Perpanjangan SIKPlI untuk usaha pengangkutan ikan dengan pola
kemitraan, pelabuhan pangkalan ke pelabuhan muat, dan sentra
nelayan yang berukuran 30 (tiga puluh) GT sampai dengan 60 (enam
puluh) GT dapat dilakukan oleh kepala dinas provinsi atas nama
gubernur atau kepala UPT pelabuhan perikanan atas nama Direktur
Jenderal.

(2) Kepala dinas provinsi dan kepala UPT pelabuhan perikanan yang dapat
melakukan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

(3) Perpanjangan SIKPI oleh kepala dinas provinsi atas nama gubernur atau
kepala UPT pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 62

(1) Perpanjangan SIKPI perusahaan bukan perusahaan perikanan dapat
diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIKPI berakhir.

(2) Perusahaan bukan perusahaan perikanan untuk melakukan
perpanjangan harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal,
dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ayat (2) apabila terdapat perubahan.

Pasal 63 ...
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Pasal 63

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat
(2), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan
persyaratan dengan memperhatikan SIUPAL paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya
berupa persetujuan atau penolakan.

(2) Dalam hal permohonan disetujui, paling lama 3 (tiga) hari kerja Direktur
Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP.

(3) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti
pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.

(4) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP
diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan perpanjangan
SIKPI dinyatakan batal demi hukum.

(5) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI perpanjangan paling lama 3 (tiga)
hari kerja sejak tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima.

(6) Apabila permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada
pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas
permohonan perpanjangan SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal.

(7) SIKPI perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku selama
1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku SIKPI
sebelumnya.

(8) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa
berlaku SIKPI tidak dilakukan perpanjangan, ketentuan perpanjangan
SIKPI diberlakukan sama dengan ketentuan penerbitan SIKPI baru.

(9) SIKPI yang diperpanjang dikembalikan kepada Direktorat Jenderal paling
lama 1 (satu) bulan setelah SIKPI perpanjangan diterbitkan.

Paragraf 3
Penggantian

Pasal 64

(1) Penggantian SIKPI dapat dilakukan apabila SIKPI asli rusak atau hilang.

(2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIKPI harus
mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan
persyaratan:

a. SIKPI asli dalam hal SIKPI rusak atau surat keterangan hilang dari
kepolisian dalam hal SIKPI hilang; dan

b. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan
informasi yang disampaikan.

(3) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI pengganti paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) secara lengkap.

(4) Apabila dikemudian hari ternyata persyaratan yang dilampirkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan dipergunakan
untuk kepentingan yang merugikan Negara dan/atau merugikan pihak
lain, SIKPI yang dilaporkan hilang dan SIKPI pengganti dicabut.

(5) Penggantian SIKPI tidak dikenakan PPP.

Bagian ...
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Bagian Keempat
Perubahan, Perpanjangan, dan Penggantian Perizinan oleh Gubernur atau
Bupati/Walikota

Pasal 65

Persyaratan dan tata cara perubahan, perpanjangan, dan penggantian SIUP,
SIPI, dan SIKPI yang menjadi kewenangan gubernur atau bupati/walikota
diatur dalam Peraturan Daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri
ini.

Bagian Kelima
Perubahan, Perpanjangan, dan Penggantian Bukti Pencatatan Kapal

Paragraf 1
Perubahan

Pasal 66

(1) Perubahan Bukti Pencatatan Kapal dapat diajukan setelah jangka waktu
3 (tiga) bulan terhitung sejak Bukti Pencatatan Kapal diterbitkan.

(2) Perubahan Bukti Pencatatan Kapal dilakukan apabila terdapat
perubahan:
a. kepemilikan kapal penangkap ikan;
b. alat penangkapan ikan; dan/atau
c. mesin kapal.

(3) Nelayan kecil untuk melakukan perubahan Bukti Pencatatan Kapal
mengajukan permohonan kepada kepala dinas kabupaten/kota dengan
melampirkan persyaratan:

a. fotokopi Bukti Pencatatan Kapal; dan
b. jenis perubahan yang diminta.

(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala
dinas kabupaten/kota paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan Bukti
Pencatatan Kapal perubahan.

Paragraf 2
Perpanjangan

Pasal 67
(1) Perpanjangan Bukti Pencatatan Kapal dapat diajukan 3 (tiga) bulan
sebelum masa berlaku Bukti Pencatatan Kapal berakhir.

(2) Nelayan kecil untuk melakukan perpanjangan Bukti Pencatatan Kapal
harus mengajukan permohonan kepada kepala dinas kabupaten/kota,
dengan melampirkan persyaratan:

a. fotokopi Bukti Pencatatan Kapal yang diperpanjang; dan

b. surat pernyataan dari pemilik kapal bahwa kapal penangkap ikan
tidak terdapat perubahan kepemilikan kapal penangkap ikan, alat
penangkapan ikan, dan/atau mesin kapal.

(3) Berdasarkan ...
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(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala
dinas kabupaten/kota paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan Bukti
Pencatatan Kapal perpanjangan.

Paragraf 3
Penggantian

Pasal 68

(1) Penggantian Bukti Pencatatan Kapal dapat dilakukan apabila Bukti
Pencatatan Kapal asli rusak atau hilang.

(2) Nelayan kecil yang akan melakukan penggantian Bukti Pencatatan Kapal
harus mengajukan permohonan kepada kepala dinas kabupaten/kota
dengan melampirkan persyaratan:

a. Bukti Pencatatan Kapal asli dalam hal Bukti Pencatatan Kapal rusak
atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal Bukti
Pencatatan Kapal hilang; dan

b. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan
informasi yang disampaikan.

(3) Kepala dinas kabupaten/kota menerbitkan Bukti Pencatatan Kapal
pengganti paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.

BAB IX

ALIH MUATAN (TRANSHIPMENT), TINDAKAN KONSERVASI DAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

Bagian Kesatu
Alih Muatan (Transhipment)

Pasal 69

(1) Setiap kapal penangkap ikan dapat melakukan transhipment ke kapal
penangkap ikan dan/atau ke kapal pengangkut ikan.

(2) Transhipment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan:

a. mempunyai pelabuhan pangkalan yang sama,;

b. pelaksanaan transhipment diawasi oleh pemantau kapal penangkap
ikan dan kapal pengangkut ikan (observer);

c. transmitter VMS dalam kondisi aktif dan dapat dipantau secara online;

d. melaporkan kepada kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana
tercantum dalam SIPI atau SIKPI;

e. melaporkan kepada pengawas perikanan di pelabuhan pangkalan
sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI; dan

f. mengisi pernyataan pemindahan ikan hasil tangkapan yang
ditandatangani oleh masing-masing nakhoda kapal dan disampaikan
kepada kepala pelabuhan pangkalan.

(3) Dalam pelaksanaan transhipment, ikan wajib didaratkan di pelabuhan
pangkalan sesuai SIPI atau SIKPI dan tidak dibawa keluar negeri, kecuali
bagi kapal penangkap ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan
purse seine berukuran diatas 1000 (seribu) GT yang dioperasikan secara
tunggal.

(4) Terhadap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan
sanksi administratif berupa pencabutan SIPI dan SIKPI.

Pasal 70 ...
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Pasal 70

(1) Setiap kapal pengangkut ikan yang digunakan dalam usaha
pengangkutan ikan dengan pola kemitraan dapat melakukan
transhipment dengan ketentuan:

a. kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT;

b. kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan dilakukan oleh
kapal yang memiliki izin atau Bukti Pencatatan Kapal dan merupakan
mitranya,;

c. ikan yang dipindahkan wajib didaratkan di pelabuhan pangkalan
kapal pengangkut ikan yang menerima pemindahan ikan hasil
tangkapan; dan

d. mengisi pernyataan pemindahan ikan hasil tangkapan dan
ditandatangani oleh masing-masing nakhoda kapal dan disampaikan
kepada kepala pelabuhan pangkalan.

(2) Dalam pelaksanaan transhipment, ikan wajib didaratkan di pelabuhan
pangkalan sesuai SIKPI dan tidak dibawa keluar negeri.

(3) Terhadap kapal pengangkut ikan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif
berupa pencabutan SIKPI.

Pasal 71

Bentuk dan format pernyataan pemindahan ikan hasil tangkapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf f, dan Pasal 70 ayat
(1) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 72

Kepala pelabuhan pangkalan harus menyampaikan laporan pelaksanaan
transhipment setiap bulan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan
fotokopi pernyataan pemindahan ikan.

Bagian Kedua
Hasil Tangkapan Sampingan (Bycatch) yang Secara Ekologi Terkait dengan
(Ecologically Related Species) Perikanan Tuna

Pasal 73

(1) Setiap kapal penangkap ikan yang memiliki SIPI di WPP-NRI wajib
melakukan tindakan konservasi terhadap jenis spesies tertentu yang
terkait secara ekologi dengan tuna, yang ditetapkan oleh Regional
Fisheries Management Organization.

(2) Jenis spesies tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. ikan hasil tangkapan sampingan (bycatch) berupa hiu monyet
(thresher shark); atau

b. non-ikan yang tertangkap secara tidak sengaja (incidental catch)
berupa burung laut, penyu laut, dan mamalia laut termasuk paus.

(3) Tindakan ...
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(3) Tindakan konservasi terhadap ikan hasil tangkapan sampingan (bycatch)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) meliputi:
a. melepaskan ikan yang tertangkap jika masih dalam keadaan hidup;

b. melakukan penanganan dan/atau menyiangi ikan yang tertangkap
dalam keadaan mati dan mendaratkannya dalam keadaan utuh;

c. melakukan pencatatan jenis ikan yang tertangkap dalam keadaan
mati, dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal melalui kepala
pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI.

(4) Tindakan konservasi terhadap non-ikan yang tertangkap secara tidak
sengaja (incidental catch) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b)
meliputi:

a. melepaskan spesies non-ikan yang tertangkap jika masih dalam
keadaan hidup;

b. melakukan pencatatan species non-ikan yang tertangkap dalam
keadaan mati, dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal melalui
kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI.

(5) Terhadap kapal penangkap ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif
berupa pencabutan SIPI.

(6) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
dan ayat (4) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Hasil Tangkapan Sampingan (Bycatch) yang Secara Ekologi Terkait dengan
(Ecologically Related Species) Perikanan Pukat Udang dan Perikanan Pukat
Ikan

Pasal 74

(1) Hasil tangkapan sampingan (bycatch) yang secara ekologis terkait dengan
(ecologically related species) perikanan pukat udang dan perikanan pukat
ikan berupa ikan campuran wajib ditangani dengan ketentuan:

a. dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi; dan
b. dimanfaatkan untuk bahan baku tepung ikan.

(2) Hasil tangkapan sampingan (bycatch) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaporkan oleh nakhoda kepada Direktur Jenderal melalui kepala
pelabuhan pangkalan sesuai dengan SIPI.

(3) Terhadap kapal penangkap ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa
pencabutan SIPI.

(4) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Penangkapan lkan Selama Waktu Penangkapan Ditutup dan/atau Di Dalam
Wilayah Penangkapan lkan yang Ditutup

Pasal 75 ...
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Pasal 75

(1) Setiap kapal penangkap ikan yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI
dilarang melakukan penangkapan ikan berdasarkan:
a. waktu penangkapan ikan ditutup; dan/atau
b. wilayah penangkapan ikan yang ditutup.

(2) Penutupan waktu penangkapan dan wilayah penangkapan ditetapkan
dengan Keputusan Menteri.

(3) Terhadap kapal penangkap ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa
pencabutan SIPI.

Bagian Kelima
Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan Yang Terkena Tindakan
Konservasi

Pasal 76

(1) Kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dilarang
melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan jenis ikan tertentu
yang secara khusus dikenakan tindakan konservasi atau perlindungan.

(2) Terhadap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan
sanksi administratif berupa pencabutan SIPI dan/atau SIKPI.

BAB X
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Pasal 77

(1) Untuk mendukung efektifitas dan efisiensi penerapan skema
ketertelusuran asal ikan dalam rangka memberantas kegiatan 1UU
fishing, dilakukan pengintegrasian sistem informasi manajemen (SIM) on
line.

(2) Pengintegrasian SIM on line sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pengintegrasian sistem informasi antara perizinan dan
penyelenggaraan pemantauan kapal perikanan, log book penangkapan
ikan, dan pendaftaran kapal yang beroperasi di wilayah ZEEI pada
RFMO.

(3) SIM on line sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh para
pemangku kepentingan yang terkait.

(4) Ketentuan mengenai SIM on line diatur dengan Peraturan Menteri
tersendiri.

BAB XI
PEMBINAAN USAHA PERIKANAN TANGKAP

Pasal 78

(1) Pembinaan usaha perikanan tangkap dilakukan oleh Direktur Jenderal,
gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya.

(2) Pembinaan ...
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(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan
pengelolaan usaha, pengelolaan sarana dan prasarana, teknik
penangkapan ikan, mutu ikan di atas kapal, dan kepedulian terhadap
kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

BAB XIlI
PENGAWASAN

Pasal 79

(1) Pengawasan wusaha perikanan tangkap dilakukan oleh pengawas
perikanan dan/atau oleh kapal pengawas perikanan.

(2) Pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XlII
PELAPORAN

Pasal 80

(1) Setiap trip penangkapan ikan, nakhoda wajib mengisi log book
penangkapan ikan serta menyerahkannya atas nama pemegang SIPI
kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan perikanan
sebagaimana tercantum dalam SIPI.

(2) Dalam hal kapal penangkap ikan tidak berpangkalan di pelabuhan
perikanan, nakhoda atas nama pemegang SIPI menyerahkan log book
penangkapan ikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal
pada pelabuhan pangkalan.

(3) Ketentuan tentang log book penangkapan ikan diatur dengan Peraturan
Menteri tersendiri.

Pasal 81

(1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap wajib membuat
LKU setiap 6 (enam) bulan dilengkapi dengan realisasi investasi dan
permodalan.

(2) Setiap orang yang melakukan wusaha penangkapan ikan dan
pengangkutan ikan wajib menyampaikan LKP setiap 3 (tiga) bulan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan
kepada Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
kewenangannya.

(4) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif
berupa:

a. peringatan/teguran tertulis;
b. pembekuan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI;
c. pencabutan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI.

(5) Sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a dikenakan apabila melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(6) Apabila ...
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(6) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan/teguran
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan, pemegang
izin tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi pembekuan izin.

(7) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b dikenakan paling lama 1 (satu) bulan sejak sanksi
dijatuhkan.

(8) Pemegang izin yang telah memenuhi kewajibannya sebelum berakhirnya
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sanksi pembekuan
izin dicabut oleh pemberi izin.

(9) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah berakhir dan pemegang izin
tidak melaksanakan kewajibannya.

(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan LKU dan LKP
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 82

Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera
asing yang memasuki pelabuhan perikanan dikenakan tindakan
kepelabuhanan (port state measures) berdasarkan persyaratan dan/atau
standar internasional yang diterima secara umum.

Pasal 83

Kapal penangkap ikan yang melintasi dan/atau berada di WPP-NRI yang
tidak tercantum dalam SIPlI dilarang menangkap ikan dan harus
menyimpan alat penangkapan ikan dalam kondisi tidak operasional.

Pasal 84

Setiap pemegang SIUP, SIPI, dan SIKPlI harus berperan serta dalam
mendukung pencegahan dan penanggulangan tindakan/praktek 1UU fishing
melalui penyampaian laporan adanya tindakan/praktek IUU fishing kepada
pengawas perikanan.

Pasal 85

(1) Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan berbendera
Indonesia di WPP-NRI wajib didaftarkan dan dimuat dalam buku kapal
perikanan yang dipergunakan untuk memperoleh SIPl atau SIKPI dan
bagi yang telah memiliki SIPI dan/atau SIKPI wajib didaftarkan kepada
Direktur Jenderal untuk memperoleh buku kapal perikanan.

(2) Kapal perikanan yang telah dilengkapi dengan buku kapal perikanan
diberi tanda pengenal kapal perikanan.

(3) Tanda pengenal kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
meliputi:

a. tanda...
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a. tanda selar;

b. tanda daerah penangkapan ikan;

c. tanda jalur penangkapan ikan; dan/atau
d. tanda alat penangkapan ikan.

(4) Ketentuan tentang pendaftaran dan penandaan kapal perikanan diatur
dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 86

(1) Dokumen yang ada di atas kapal penangkap ikan dan/atau kapal
pengangkut ikan terdiri atas:
a. SIPI/SIKPI asli;
b. Surat Laik Operasi (SLO) asli; dan
c. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli.

(2) Terhadap kapal penangkap dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak
membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikategorikan
tidak memiliki dokumen.

Pasal 87

Kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia
yang diberikan SIPI atau SIKPI untuk menangkap ikan atau mengangkut
ikan di WPP-NRI dapat melakukan kegiatan penangkapan atau
pengangkutan ikan di laut lepas dengan mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Usaha Perikanan
Tangkap di laut lepas.

Pasal 88

Kapal penangkap ikan berukuran diatas 1.000 (seribu) GT dengan

menggunakan alat penangkapan ikan purse seine yang dioperasikan secara

tunggal di WPP-NRI dapat mendaratkan ikan di luar pelabuhan pangkalan,

baik pelabuhan di dalam negeri maupun pelabuhan di luar negeri yang

ditunjuk oleh Direktur Jenderal, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. melakukan operasi penangkapan ikan di ZEEI diluar 100 mil,

b. menempatkan pemantau (observer) di atas kapal; dan

c. melaporkan rencana dan pelaksanaan pendaratan ikan di pelabuhan di
dalam negeri atau di luar negeri kepada Kepala Pelabuhan Pangkalan
yang tercantum dalam SIPI.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 89

Setiap orang yang memiliki kapal dengan jumlah kumulatif 200 (dua ratus)
GT keatas wajib mendirikan perusahaan berbadan hukum paling lama 1
(satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 90 ...
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Pasal 90

Penggunaan lambang garuda pada format SIUP, SIPI, dan SIKPI
dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini
diundangkan.

Pasal 91

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini:

a. SIUP dan RAPIPM yang ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan
Menteri ini masih tetap berlaku sepanjang masih melakukan usaha
perikanan tangkap untuk SIUP dan selama izin penanaman modal masih
berlaku untuk RAPIPM;

b. SIPI dan SIKPI yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan
Menteri ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya;

c. Permohonan baru, perpanjangan, perubahan, dan/atau penggantian
SIUP, SIPI, atau SIKPI, yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap
sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011
tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.49/MEN/2011.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan yang
merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana
telah diubah dengan PER.49/MEN/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha
Perikanan Tangkap, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 93

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.11/MEN/2004
tentang Pelabuhan Pangkalan Bagi Kapal Perikanan yang terkait dengan
pelabuhan pangkalan untuk kapal penangkap ikan berbendera
Indonesia; dan

b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011
tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan
PER.49/MEN/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan
Tangkap;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94 ...
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Pasal 94
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2012

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 81




LAMPIRAN I:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.30/MEN/2012

TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
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REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SURAT IZIN USAHA PERIKANAN
PERSEORANGAN (SIUP - OI)
NOMOR :
IDENTITAS REFERENSI
HANLA SURAT PERMOHONAN SILUP - OI
ALAMAT H NO
TANGGAL
NO.TELEFON -
E-MaAIL
MNEWE USAHA PERIKANAN TANGKAP
NOFAX
NO.KTF
KAPAL. ALAT TANGKAP DAERAH PEMANGKAPAN IKAN
DAN/ATAU PELABUHAN PANGKALAN
FOTO TANDA TANGAN
MASA BERLAKU IZIN
CATATAN TEMFAT . TAMNGGAL
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGHAF
HANMA
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e % “(GT) (UNIT) PENANGKAPAN IKAN PANGKALAN SINGAH / MUAT

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NAMA
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MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO
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LAMPIRAN I1:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.30/MEN/2012

TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

"-—s«
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REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SURAT IZIN USAHA PERIKANAN
PERUSAHAAN (SIUP - PI)

NOMOR :
IDENTITAS REFERENSI

NAMA PERUSAHAAN : SURAT PERMOHONAN SIUP - PI
ALAMAT H NO

TANGGAL
NO.TELEFON :
MO FAX
E-SAIL

USAHA PERIKANAN TANGKAP
HPWP
NOUAKTE PERUSAHAAN
HAMA PENANGUNG JAWAEB
KAPAL, ALAT TANGKAP DAERAH PENANGHKAPAN IKAN
HOKTP PENANGLNG JAWAR DAMN/ATALU PELABUHAN PANGHALAN
FOTO TANDA TANGAN MASA BERLAKU 121N
CATATAN TEMPAT | TANGGAL
DIREKTUR JENDERAL PERIFANAN TANGHAP
HAMA
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REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SURAT 1ZIN USAHA PERL (sup _pn
NO
TeL
NO. JENIS KAPAL PERIKAN. AN UKUR?GNT)KAPAL JIJMIZﬁ:l!:’APAL PEM:(:EAR::N AL PELABUHAN PANGKALAN BECABUHAN BONGIAR'S
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MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

uai dengan aslinya
kum dan Organisasi,




LAMPIRAN I11:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.30/MEN/2012

TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. DATA KAPAL KETERANGAN
1. NAMA KAPAL

2. NAMA KAPAL SEBELUMNYA (jika ada)
3. JENIS KAPAL (penangkap/pengangkut)
4. TEMPAT/NOMOR BUKU KAPAL (jika ada)
5. TEMPAT/NOMOR GROSSE AKTA

6. KEBANGSAAN KAPAL

7. TANDA SELAR

8. TANDA PENGENAL KAPAL

9. PANJANG/ LOA (meter)

10. | PANJANG (meter)

11. | LEBAR/B (meter)

12. | DALAM/D (meter)

13 | TONNAGE KOTOR (GT)

14. | TONNAGE BERSIH (NT)

15. | TEMPAT/TAHUN PEMBANGUNAN

16. | CALL SIGN

17. | BAHAN KAPAL

18. | JUMLAH PALKA (unit)

19. | KAPASITAS PALKA (m3)

20. | TEMPERATUR KAPAL (° C)

21. | JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN

22. | MESIN DAN ALAT BANTU

23. | MERK MESIN

24. | NOMOR MESIN

25. | KEKUATAN MESIN (HP)RPM

Demikian data kapal tersebut kami sampaikan dengan sebenar-benarnya.

. PSa\nan sesuai dengan aslinya

(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)
Pemilik Kapal/Penanggungjawab Perusahaan

(Tanda Tangan)

Nama,Jabatan, Stempel

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO



LAMPIRAN IV:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.30/MEN/2012

TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI

WILAYAH

PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN
OPERASI TUNGGAL (SIPI - OT)

REFERENSI

NOMOR :
IDENTITAS
NAMA PEMILIK/PERUSAHAAN
ALAMAT
NO. TELEPON :
NO. FAX

DATA KAPAL

1. NAMA KAPAL

2. TEMPAT DAN NO.GROSSE AKTE -
3. TEMPAT DAN NO.BUKU KAPAL :
4. TANDA SELAR

5. TANDA PENGENAL KAPAL

6. RADIO PANGGIL

7. TAHUN PEMBUATAN KAPAL

8. TEMPAT PEMBUATAN KAPAL
9. BERAT KOTOR

10. BERAT BERSIH

11. MEREK MESIN
12. NO. SERI MESIN

NO. SIUP

TANGGAL SIUP  :

SURAT PERMOHONAN SIPI - OT :
NOMOR

TANGGAL

TGL. TANDA TERIMA -

STATUS :

DAERAH PENANGKAPAN

PELABUHAN PANGKALAN

PELABUHAN BONGKAR / SINGGAH

JENIS KAPAL / ALAT PENANGKAPAN IKAN

MASA BERLAKU IZIN

SEJAK..... SAMPAI DENGAN

CATATAN

TEMPAT , TANGGAL
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NAMA

prpabila data dan informasi pendukung dalam penerbitan SIPI ini, ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang|
Yanggung jawab ada pada pemilik/penanggung jawab dan SIPI dicabut serta pungutan il

yang telah dib tidak dapat ditarik kembali.
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LAMPIRAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN
OPERASI TUNGGAL (SIPI — OT)
NO.

JENIS ALAT TANGKAP

~NO KOMPONEN

DAERAH PENANGKAPAN

NO. NAMA WILAYAH DAERAH TERLARANG

KETERANGAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO




LAMPIRAN V:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.30/MEN/2012

TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN
OPERASI GROUP (SIPI - Gl)

NOMOR :
IDENTITAS REFERENSI

NO. SI

NAMA PEMILIK/PERUSAHAAN 0210

1 TANGGAL SIUP

ALAMAT - Sl
SURAT PERMOHONAN SIPI - Gl :

NO. TELEPON - HOMOR

NO. FAX i TANGGAL
T TANDA TERIMA -

DATA KAPAL oL TADA TE

STATUS :

1. NAMA KAPAL NO ARMADA -

2. TEMPAT DAN NO.GROSSE AKTE
3. TEMPAT DAN NO BUKU KAPAL
4. TANDA SELAR

5. TANDA PENGENAL KAPAL PELABUHAN PANGKALAN
6. RADIO PANGGIL

7. TAHUN PEMBUATAN KAPAL
8. TEMPAT PEMBUATAN KAPAL - PELABUHAN BONGKAR / SINGGAH
9. BERAT KOTOR
10. BERAT BERSIH

DAERAH PENANGKAPAN

11. MEREK MESIN
12. NO. SERI MESIN
JENIS KAPAL / ALAT PENANGKAPAN IKAN MASA BERLAKU IZIN
SEJAK..... SAMPAI DENGAN.....
TEMPAT . TANGGAL
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
CATATAN

NAMA

[\pabila data dan informasi pendukung dalam penerbitan SIPI ini, ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang|
langgung jawab ada pada pemilikipenanggung jawab dan SIPI dicabut serta pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

- C 000000




LAMPIRAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN
OPERASI GROUP (SIPI — GI)

NO.

JENIS ALAT TANGKAP

NO. KOMPONEN SPESIFIKASI SATUAN

DAERAH PENANGKAPAN

NO. NAMA WILAYAH DAERAH TERLARANG

KETERANGAN

S

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO




LAMPIRAN VI:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.30/MEN/2012

TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN
KAPAL PENDUKUNG OPERASI PENANGKAPAN IKAN (SIPI - LI)

NOMOR :
IDENTITAS REFERENSI
NO. SIUP
NAMA PEMILIK/IPERUSAHAAN
TANGGAL SIUP
ALAMAT
SURAT PERMOHONAN SIPI - LI
NO. TELEPON : NOMOR
NO. FAX s TANGGAL
T TANDA TERIMA -
DATA KAPAL S 5
STATUS :
1. NAMA KAPAL NO ARMADA
2. TEMPAT DAN NO.GROSSE AKTE : R A
3. TEMPAT DAN NO.BUKU KAPAL - DAE H PENANGKAPAN
4. TANDA SELAR
5. TANDA PENGENAL KAPAL  : PELABUHAN PANGKALAN

6. RADIO PANGGIL
7. TAHUN PEMBUATAN KAPAL

8. TEMPAT PEMBUATAN KAPAL PELABUHAN BONGKAR / SINGGAH
9. BERAT KOTOR

10. BERAT BERSIH
11. MEREK MESIN
12. NO. SERI MESIN

JENIS KAPAL / ALAT PENANGKAPAN IKAN MASA BERLAKU IZIN

SEJAK..... SAMPAI DENGAN...

TEMPAT , TANGGAL
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

CATATAN

NAMA

a data can Informasi pendukung dalam penerbitan nl. termyata clkemudian han terbukl tidal nar yang cinyatakan ol Instansi yang
berwenang. tanggung jawab ada pada pemilik/penanggung jawab dan SIPI dicabut serta pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik
kambali

C 000000




LAMPIRAN SURAT IZIN PENANGHKAPAMN IKAN
KAPAL PENDUKUNG OPERASI PENANGHAPAN IKAN (SIPI — LI}

[ i=1
SJEMNIS ALAT TANGHKAP

O, HOMPOMEN SFPESIFIKAS SaTuanN

DAERAH PENAMNGKAPAMN

MO, AL W LAY H OORDIMNAT DAERAH TERLARANG

HETERANGAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SHARIF C. SUTARDJO




LAMPIRAN VII:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.30/MEN/2012

TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN
KAPAL PELATIHAN ATAU PENELITIAN /EKSPLORASI PERIKANAN (SIPI—-L/P)

NOMOR :
IDENTITAS REFERENSI
NAMA INSTANSI : SURAT PERMOHONAN SIPI - LP
ALAMAT NOMOR
TANGGAL
NO. TELEPON : TGL. TANDA TERIMA :
NO. FAX : STATUS -
DATA KAPAL

DAERAH PENANGKAPAN

1. NAMA KAPAL

2. TEMPAT DAN NO.GROSSE AKTE :
3. TEMPAT DAN NO.BUKU KAPAL PELABUHAN PANGKALAN
4. TANDA SELAR o

5. TANDA PENGENAL KAPAL
6. RADIO PANGGIL

7. TAHUN PEMBUATAN KAPAL

PELABUHAN BONGKAR / SINGGAH
8. TEMPAT PEMBUATAN KAPAL :

9. BERAT KOTOR
10. BERAT BERSIH
11. MEREK MESIN
12. NO. SERI MESIN

JENIS KAPAL / ALAT PENANGKAPAN IKAN MASA BERLAKU IZIN

SEJAK..... SAMPAI DENGAN. ...

TEMPAT , TANGGAL

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

CATATAN

NAMA

lapabila data dan informasi pendukung dalam penerbitan SIPI ini, temyata dikemudian hari terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang
banggung jawab ada pada pemilikipenanggung jawab dan SIPI dicabut serta pungutan perkanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditark kembail.




LAMPIRAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN
KAPAL PELATIHAN ATAU PENELITIAN /EKSPLORASI PERIKANAN (SIPI — L/P)

NO.

JENIS ALAT TANGKAP

NO. KOMPONEN SPESIFIKASI SATUAN

DAERAH PENANGKAPAN

NO. NAMA WILAYAH DAERAH TERLARANG

KETERANGAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO




LAMPIRAN VI1I:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.30/MEN/2012

TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN
KEMITRAAN (SIKPI — KI)

NOMOR :
IDENTITAS REFERENSI
NAMA PEMILIK/IPERUSAHAAN NOSILE
TGL. SIUP :
ALAMAT SURAT PERMOHONAN SIKP!| - KI
NOMOR
NO. TELP TANGGAL
NO. FAX TGL. TANDA TERIMA :

DATA KAPAL

PELABUHAN PANGKALAN

1. NAMA KAPAL

2. TEMPAT DAN NO.GROSSE AKTE :
3. TEMPAT DAN NO.BUKU KAPAL
4. TANDA SELAR

5. TANDA PENGENAL KAPAL

6. RADIO PANGGIL

7. TAHUN PEMBUATAN KAPAL

8. TEMPAT PEMBUATAN KAPAL :
9. BERAT KOTOR

10. BERAT BERSIH

11. MEREK MESIN

12. NO. SERI MESIN

13. RUANG TEMPAT PENYIMPANAN
IKAN K

PELABUHAN BONGKAR

MASA BERLAKU IZIN

SEJAK..... SAMPAI DENGAN. ..

CATATAN

TEMPAT , TANGGAL
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NAMA

/Apabia data dan informasi pendukung dalam penerbitan SIKPI ini, temyata dikemudian hari terbukti tidak benar yang dinyatakan oieh instansi yang berwenang:
tanggung jawab ada pada pemilikipenanggung jawab dan SIKPI dicabut serta pungutan perikanan yang teish dibayarkan tidsk dapat ditarik kemball.

G 029275




LAMPIRAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN
KEMITRAAN INDONESIA (SIKPI — KI)

NO.

NO

DAFTAR KAPAL KEMITRAAN INDONESIA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SHARIF C. SUTARDJO

uai dengan aslinya
kum dan Organisasi,



LAMPIRAN IX:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.30/MEN/2012

TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN TUJUAN EKSPOR
FISH CARRIER LICENSE

NUMBER :
PERUSAHAAN REFERENSI
(COMPANY) (REFERENCE)
NAMA PEMILIK/PERUSAHAAN NOMOR SIUP
Name Owner/Company Number of SIUP
ALAMAT TANGGAL SIUP
Address Date of SIUP
NO. TELEPON SURAT PERMOHONAN SIKPI - OA / Request Letter
Telephone Number No./ Number of Request
NO.FAXIM Tanggal /Date of Request
Fax Number
PEMILIK KAPAL MUATAN
(VESSEL OWNER) (FREIGHT)
NAMA PERUSAHAAN
Name of Company
ALAMAT
ALiross PELABUHAN
Address ( )
NO. TELEPON
Telephone Number
NO, FAX : PELABUHAN PANGKALAN
Fax Number Fishing Base
IDENTITAS KAPAL NEGARA TUJUAN
(VESSEL IDENTIFICATION) (COUNTRY OF DESTINATION)
T AN AL NEGARA TUJUAN

2 NO REGISTRASI

" Registrasion Nurnber

3 NAMA PANGILAN
: Call Sign

4-%&%‘.&&

5. TANDA PENGENAL KAPAL
Fishing Vesse! marking

(Country of Destination)

MASA BERLAKU IZIN
( VALIDITY OF LICENSE )

SAMPAI DENGAN
Up o R

CATATAN
(NOTE)

JAKARTA
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
Director General of Capture Fisheries

NAMA
Name

Apabila data dan Informasi pendukung dalam penerbitan SIKPI ini, ternyata dikemudian harl terbukt tidak benar yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang.
1anggung jawab ada pada pemilik/penanggung jawab dan SIKPI dicabut serta pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

G:029275




LAMPIRAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN TUJUAN EKSPOR
ATTACHMENT OF FISH CARRIER LICENSE

NOMOR
NUMBER

IDENTITAS NAHKODA
CAPTIAN IDENTIFITY

NAMA NAHKODA
Name

KEWARGANEGARAAN

Citizenship
FOTO

NO. PASPOR / SEAMAN BOOK
No.Of Passport/Seaman Book

TANGGAL KADARLUARSA PASSPORT/SEAMAN BOOK
pired Date Of Passpor Book

SPECIFICATION

1. BERAT KOTOR
Grose Tonnage

2. DAYA MUAT LKAH |
Fish Hold Capacity

3. TEMPERATUR TERENDAH RUANG PALKAH
Fish Hold Temperature

4. MEREK MESIN
Brand Of Main Engine

5. KEKUATAN MESIN UTAMA

Horse Power

6. NO. MESIN UTAMA
Main Engine Number

7. BAHAN KAPAL
Material Of Hull

8. PANJANG KAPAL
Length Overall

KETERANGAN

Information

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO
alinan sesuai dengan aslinya
ala Biro Hykum dan Organisasi,




LAMPIRAN X:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.30/MEN/2012

TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN
PELABUHAN PANGKALAN KE PELABUHAN MUAT (SIKPI — PP)

NOMOR
IDENTITAS REFERENSI
1]
MAMA PEMILIKPERUSAHAAN el ik
TGL. SIUP
ALAMAT SURAT PERMOHONAN SIKFI - PP
MO. TELP : TANGGAL -
MO FAX TGL. TAMDW TERIMA,
DATA KAPAL PELABUHAN PANGKALAN
1, HANA, KAPAL
2. TEMPAT DAN NO GROSSE AKTE
3, TEMPAT DAN NO BUKU KAPAL
PELABUHAN MUAT
4. TANDA SELAR
5 TANDA PENGENAL KAPAL
6. RADIO PANGGIL
7. TAHUN PEMBUATAMN KAPAL
B TEMPAT PEMBUATAN KAPAL -
o BERAT KOTOR
10. BERAT BERSIH MASA BERLAKU IZIN
11. MEREK MESIN
12. NO. SERI MESIN
13. RUANG TEMPAT PENYIMPANAN SEJAIL -SAMPAL DENGAN
IEAM
CATATAN TEMPAT . TANGGAL
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
NAMA
Apabila data dan informasi pendiskung dalam penerbitan SIKP ini, ternyata dikemidian hari terbuks Bdak banar yang dicyatakan oleh inStansi yang becwsnong,
anggung fEwab sda pats mﬂ.-’ﬂelmqw“'ﬂ sl aan SIKP sicabul sens pungulsn parkanan yang 18 AR dibayasrkan 1Ak dapal CRAM kKenmball

C 029275




LAMPIRAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN
PELABUHAN PANGKALAN KE PELABUHAN MUAT (SIKPI — PP)

NO.

NO

DAFTAR PELABUHAN PANGKALAN

DAFTAR PELABUHAN MUAT

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO




KEM

LAMPIRAN XI:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.30/MEN/2012

TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI
WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA
ENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN

SENTRA NELAYAN (SIKPI — SN)

NOMOR :
IDENTITAS REFERENSI

NAMA PEMILIK/PERUSAHAAN NoSILF
TGL. SIUP :

ALAMAT SURAT PERMOHONAN SIKPI - SN
NOMOR

NO. TELP TANGGAL :

NO. FAX TGL. TANDA TERIMA :

DATA KAPAL

PELABUHAN PANGKALAN

1. NAMA KAPAL

2. TEMPAT DAN NO.GROSSE AKTE :
3. TEMPAT DAN NO.BUKU KAPAL
4. TANDA SELAR

5. TANDA PENGENAL KAPAL

6. RADIO PANGGIL

7. TAHUN PEMBUATAN KAPAL

8. TEMPAT PEMBUATAN KAPAL -
9. BERAT KOTOR

10. BERAT BERSIH

11. MEREK MESIN

12. NO. SERI MESIN

13. RUANG TEMPAT PENYIMPANAN
IKAN %

PELABUHAN BONGKAR

MASA BERLAKU IZIN

SEJAK..... SAMPAI DENGAN. ..

CATATAN

TEMPAT . TANGGAL

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NAMA

Apabia data dan informasi pendukung dalam penerbitan SIKPI ini, temyata dikemudian hari terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang,
tanggung jawab ada pada pemilikipenanggung jawab dan SIKPI dicabut serta pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.




LAMPIRAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN
SENTRA NELAYAN (SIKPI — SN)

NO.

NO DAFTAR SENTRA NELAYAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO




LAMPIRAN XII:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.30/MEN/2012

TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN
FISH CARRIER LICENSE

NUMBER :

PERUSAHAAN
(COMPANY)

REFERENSI
(REFERENCE)

SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SUIUPAL)
Licency Of Sea Cuurey

NAMA PEMILIKIPERUSAHAAN
Name Owner/Company

Nomor
ALAMAT Nomor
Address Number
NO. TELEPON gaal
Tel N
plepons Mo SURAT PERMOHONAN SIKP|
NO. FAXIMILL Request Letter
Fax Number
PEMILIK KAPAL 2’“’""9:

(VESSEL OWNER) ﬁi
NAMA PERUSAHAAN |
Name of Company MUATAN
ALAMAT (FREIGHT)
Address
NO. TELEPON
Telephone Number
NO. FAX
Fax Number PE UHAN

IDENTITAS KAPAL (PORT)

(VESSEL IDENTIFICATION)

NAMA KAPAL Fishing Base
Name of Vessel
NO REGISTRASI

Registrasion Number
NAMA PANGILAN

Call Sign NEGARA TUJUAN
BENDERA (Country of Destination)
Flag

MASA BERLAKU IZIN

TANDA PENGENAL KAPAL ( VALIDITY OF LICENSE )
Fishing Vessel marking APA| N
o
CATATAN £
(NOTE) JAKARTA
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
Director General of Capture Fisheries
NAMA
Name
Apabila data dan dalam p SIKPI ini, temnyata dikemudian hari terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang.

tanggung Jawsb s0a pada pemilkipenanggung jawab dan SIKPI dicabut serta

yang telah tidak dapat ditarlk kembsll.




LAMPIRAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN
ATTACHMENT OF FISH CARRIER LICENSE

NOMOR
NUMBER

IDENTITAS NAHKODA
CAPTIAN IDENTIFITY

NAMA NAHKODA

Name

KEWARGANEGARAAN
Citizenship
FOTO

NO. PASP: / SEAMAN
No.Of Passport/Searnan Book

TANGGAL KADARLUARSA PASSPORT/SEAMAN BOOK
Expired Date Of Passport/Seaman Book

SPECIFICATION

1. BERAT KOTOR
Grose Tonnage

2 _DAYA MUAT PALKAH IKAN
Fish Hoid Capacity

3. TEMPERATUR TERENDAH RUANG PALKAH
Fish Hold Temperature

4. MEREK MESIN
Brand Of Main Engine

5. IN UTAMA
Horse Power

6. NO. MESIN UTAMA
Main Engine Number

7. BAHAN KAPAL
Matecal Of Hull

8. PANJANG KAPAL
Length Overall

KETERANGAN

Information

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO




LAMPIRAN XIII:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.30/MEN/2012

TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN

FISH CARRIER LICENSE

NUMBER:
PERUSAHAAN REFERENSI
(COMPANY) (REFERENCE)

NAMA PEMILIK/IPERUSAHAAN
Name Owner/Company
ALAMAT

Address

NO TELEPON

Telephone Number

NO. FAXIMILI

Fax Number

License Of Sea Carrier
No./ Number
Tanggal /Date

SURAT PERMOHONAN SIKPI — NI /
Request Letter

No./ Number of Request
Tanggal /Date of Request

PEMILIK KAPAL
(VESSEL OWNER)

MUATAN
(FREIGHT)

NAMA PERUSAHAAN
Name of Company

ALAMAT

Address

NO. TELEPON
Telephone Number

NO FAX .
Fax Number

PELABUHAN
( PORT)

PELABUHAN PANGKALAN
Fishing Base

IDENTITAS KAPAL
(VESSEL IDENTIFICATION)

PELABUHAN BONGKAR/ SINGGAH
Loading / Transit Port

NAMA KAPAL
“Name of Vesse!

2 NO REGISTRASI
Registrasion Number
. NAMA PANGILAN
Call Sign
4. BENDERA
Flag
5.
Fishing Vessel marking

PELABUHAN MUAT
Loading/Transit Port

NEGARA TUJUAN
(Country of Destination)

MASA BERLAKU IZIN
( VALIDITY OF LICENSE )

SAMPAI DENGAN
Up To

JAKARTA

CATATAN DI_REKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
(NOTE) Director General of Caplure Fisheries
NAMA
Name
Apabila data dan informasi pendukung dalam penerbitan SIKPI ini, temyata dikemudian hari terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang.

1anggung jawab ada pada pemiik/penanggung jawab dan SIKPI dicabut serta pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali

C 000000




LAMPIRAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN
ATTACHMENT OF FISH CARRIER LICENSE

NOMOR
NUMBER

IDENTITAS NAHKODA
CAPTIAN IDENTIFITY

NAMA NAHKODA

Name

KEWARGANEGARAAN
Citizenship
FOTO

No.Of Passport/Seamnan Book

TANGGAL KADARLUARSA PASSPORT/SEAMAN BOOK
Expired Date Of Passport/Seaman Book

SPECIFICATION

1. BERAT KOTOR
Grose Tonnage

2
Fish Hold Capacity

3. TEMPERATUR TERENDAH RUANG PALKAH
Fish Hold Temperature

4. MEREK MESIN
Brand Of Main Engine

5=
Horse Power

6. NO. MESIN UTAMA
Main Engine Number

7. BAHAN KAPAL
Matenial Of Hull

8.
Length Overall

KETERANGAN
Information

&,

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO




LAMPIRAN XIV:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.30/MEN/2012

TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN
OPERASI GROUP (SIKPI - GI)

NOMOR :
IDENTITAS REFERENSI

NAMA PEMILIK/PERUSAHAAN  : NO siuP
TGL. SIUP :

ALAMAT SURAT PERMOHONAN SIKP!I - GI
NOMOR
TANGGAL :

NO. TELP TGL. TANDA TERIMA :

NO. FAX : NO ARMADA

DATA KAPAL

PELABUHAN PANGKALAN

1. NAMA KAPAL
2. TEMPAT DAN NO .GROSSE AKTE

PELABUHAN BONGKAR
3. TEMPAT DAN NO BUKU KAPAL  :
4. TANDA SELAR

5. TANDA PENGENAL KAPAL

6. RADIO PANGGIL

7. TAHUN PEMBUATAN KAPAL

8 TEMPAT PEMBUATAN KAPAL
9. BERAT KOTOR

10. BERAT BERSIH MASA BERLAKU IZIN
11. MEREK MESIN <

12. NO. SERI MESIN

SEJAK..... SAMPAI DENGAN.. ...
13. RUANG TEMPAT PENYIMPANAN
IKAN 5

CATATAN TEMPAT . TANGGAL
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NAMA

Apabia data dan informasl pendukung dalam penerbitan SIKPI ini, teryata dikemudian har terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh instansi yang benwenang;
tanggung jawab ada pada pemilikpenanggung jawab dan SIKPI dicabul serta pungutan perkanan yang teiah dibayarkan tidak dapat ditarik kembaii.

(029275




LAMPIRAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN
OPERASI GROUP (SIKPI — GI)

NO.

JENIS ALAT TANGKAP

NO. KOMPONEN SPESIFIKASI

SATUAN

DAERAH PENANGKAPAN

NO. NAMA WILAYAH DAERAH TERLARANG

KETERANGAN

R

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO




LAMPIRAN XV:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.30/MEN/2012

TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

L06o BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN
DAERAH KABUPATEN KOTA. ..................
PROPINSI ......ccceeeneee
|

NOMOR REGISTER
NAMA PEMILIK
ALAMAT

NAMA KAPAL
MEREK MESIN

BERAT KOTOR/ BAHAN

TAHUN PEMBANGUNAN

ALAT PENANGKAP IKAN  : TEMPAT , TGL, BLN , TAHUN
DAERAH PENANGKAPAN : INSTANSI
PELABUHAN PANGKALAN

BERLAKU SAMPAI......... TTD
NIP. .o

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO




LAMPIRAN XVI:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.30/MEN/2012

TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SURAT IZIN USAHA PERIKANAN
PENANAMAN MODAL (SIUP — PM)

NOMOR :
IDENTITAS REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN : SURAT PERMOHONAN SIUP - PM
ALAMAT g NO
TANGGAL
NO.TELEPON :
NO.FAX : USAHA PERIKANAN TANGKAP
E-MAIL
NPWP
NO.AKTE PERUSAHAAN
NAMA PENANGUNG JAWAB
KAPAL, ALAT TANGKAP ,DAERAH PENANGKAPAN IKAN
NO.KTP PENANGUNG JAWAB : DAN/ATAU PELABUHAN PANGKALAN
FOTO TANDA TANGAN
MASA BERLAKU IZIN
CATATAN TEMPAT , TANGGAL
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
NAMA
Apabila data dan informasi pendukung dalam penerbitan SIUP ini, temnyata dikemudian hari terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang, tanggung jaws
ada pada perusshaan dan SIUP dicabut serta t yang telah tidak dapat ditark kembail,

A 006631 |




REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENANAMAN MODAL (SIUP — PM)

NO
TGL
DAERAH PELABUHAN BONGKAR /
NO. | JENIS KAPAL PERIKANAN UKUR(AGNTI;APAL JUM‘IﬁnnK—)APAL L NANGKAGAN et PELABUHAN PANGKALAN SINGAH / MUAT

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NAMA

B 014823

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO




LAMPIRAN XVII:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.30/MEN/2012

TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN PEMINDAHAN IKAN
DARI KAPAL PENANGKAP IKAN KE KAPAL PENGANGKUT IKAN
(TRANSHIPMENT DECLARATION FROM FISHING VESSEL TO FISH CARRIER VESSEL)

Kapal Penangkap lkan Kapal Pengangkut Ikan

Nama Kapal Nama Kapal

Radio Panggil Radio Panggil

Tanda Selar Tanda Selar

Nomor SIPI & Masa Nomor SIKPI & Masa

Berlaku SIPI Berlaku SIKPI

Nomor Pendaftaran RFMO Nomor Pendaftaran RFMO

(Kalau ada) (Kalau ada)

Jenis Alat Penangkapan Waktu Berangkat | ...... /... /.......

Ikan (Tanggal/Bulan/Tahun)
Dari Pelabuhan
Waktu Kembali | ....... /....... Y AU

(Tanggal/Bulan/Tahun)

PELAKSAAAN TRANSHIPMENT

Waktu Pelaksaan | ....... /... /... /.......
Jam/Tanggal/Bulan/Tahun

Lokasi (kordinat) Lintang/Bujur | Nomor WPP-RI :

Waktu Tiba di Pelabuhan | ....... /... /... Y STOT

Jam/Tanggal/Bulan/Tahun

Jenis dan berat Ikan (Kg) Yang Dipindahkan Dari Kapal Penangkap lkan ke Kapal

Pengangkut lkan dan Yang Didaratkan: ......... Kg dengan rincian seperti tabel berikut:

Jenis Ikan (Nama Penanganan Ikan/Berat (Kg) Total

Indonesia) Utuh Tanpa Kepala Disiangi | Fillet Lain-Lain (Kg)
(Sebutkan)

Total (KQg)

Nakohda Kapal penangkap Ikan Nakhoda Kapal Pengangkut Ikan

Nama dan Tandatangan Nama dan Tandatangan

Pengesahan Kepala Pelabuhan Pangkalan
Nama Pelabuhan, tanggal/bulan/tahun

Nama, Tandatangan, dan Stempel




DARI KAPAL PENANGKAP IKAN KE KAPAL PENANGKAP IKAN
(TRANSHIPMENT DECLARATION FROM FISHING VESSEL TO FISHING VESSEL)

PERNYATAAN PEMINDAHAN IKAN

Kapal Penangkap lkan

Kapal Penangkap Ikan
(Kapal Yang Menerima Pemindahan Ikan)

Nama Kapal

Nama Kapal

Radio Panggil

Radio Panggil

Tanda Selar

Tanda Selar

Nomor SIPI & Masa

Nomor SIPI & Masa

Berlaku SIPI Berlaku SIPI
Nomor Pendaftaran RFMO Nomor Pendaftaran RFMO
(Kalau ada) (Kalau ada)
Jenis Alat Penangkapan Jenis Alat Penangkapan
Ikan Ikan
Waktu Berangkat | ...... /....... /...

Tanggal/Bulan/Tahun

Dari Pelabuhan
Waktu Kembali | ........ /... /.o.......
Tanggal/Bulan/Tahun

PELAKSAAAN TRANSHIPMENT

Waktu Pelaksaan | ........ Y AV /....... Y ST
Jam/Tanggal/Bulan/Tahun

Lokasi (kordinat) Lintang/Bujur | Nomor WPP-RI :

Waktu Tiba di Pelabuhan | ....... /... /....... /.......

Jam/Tanggal/Bulan/Tahun

Jenis dan berat Ikan (Kg) Yang Dipindahkan Dari Kapal Penangkap lkan

ke Kapal Pengangkut lkan dan Yang Didaratkan : ......... Kg dengan rincian seperti tabel berikut:

Jenis lkan (Nama Penanganan Ikan/Berat (Kg) Total

Indonesia) Utuh Potong Kepala Disiangi | Fillet Lain-Lain (Kg)
(Sebutkan)

Total (KQg)

Nakohda Kapal penangkap Ikan Nakhoda Kapal Penangkap Ikan

Nama dan Tandatangan

Yang Menerima Pemindahan lkan
Nama dan Tandatangan

Pengesahan Kepala Pelabuhan Pangkalan
Nama Pelabuhan, tanggal/bulan/tahun

Nama, Tandatangan, dan Stempel

, _Sa\nan sesuai dengan aslinya

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO



LAMPIRAN XVIII:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.30/MEN/2012

TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAPORAN HASIL TANGKAPAN SAMPINGAN (BYCATCH) DAN HASIL TANGKAPAN YANG
TIDAK DISENGAJA(INCIDENTAL CATCH) PADA PERIKANAN TUNA

Nama Kapal

Nomor/Tanggal SIPI

Jenis Alat Penangkapan Ikan

Waktu berangkat : tanggal/bulan/tahun
Waktu kembali : tanggal/bulan/tahun
A. HASIL TANGKAPAN SAMPINGAN (BYCATCH)

No Jenis Cucut Jumlah Ket
Ekor Perkiraan dalam Kg
1
2
3
Jumlah

B. HASIL TANGKAPAN YANG TIDAK DISENGAJA (INCIDENTAL CATCH)

No Jenis Non-lkan Jumlah Penanganan
Ekor Dilepas Hidup Dilepas Mati

Burung Laut

Penyu Laut
Lumba-Lumba

Paus

Mamalia Laut Lainnya
(Sebutkan)

Jh|WN|F

Pelabuhan Pendaratan, tanggal/bulan/tahun

Mengetahui Nakhoda
Kepala Pelabuhan

Nama Jelas Nama Jelas

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

. .Sa\nan sesuai dengan aslinya REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO



LAMPIRAN XIX:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.30/MEN/2012

TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAPORAN HASIL TANGKAPAN SAMPINGAN (BYCATCH) DAN HASIL TANGKAPAN YANG
TIDAK DISENGAJA (INCIDENTAL CATCH) PADA PERIKANAN PUKAT UDANG

Nama Kapal

Nomor/Tanggal SIPI

Jenis Alat Penangkapan Ikan

Waktu berangkat : tanggal/bulan/tahun
Waktu kembali : tanggal/bulan/tahun

A. HASIL TANGKAPAN SAMPINGAN (BYCATCH)

No | Jenis lkan Jumlah Ket
Ekor Perkiraan dalam Kg

Jumlah
B. HASIL TANGKAPAN YANG TIDAK DISENGAJA (INCIDENTAL CATCH)

No | Jenis Non Udang Lainnya Jumlah Penanganan
Ekor Dilepas Hidup Dilepas Mati

JhWN|F

Jumlah

Pelabuhan Pendaratan, tanggal/bulan/tahun

Mengetahui Nakhoda
Kepala Pelabuhan

Nama Jelas Nama Jelas




FORMAT LAPORAN HASIL TANGKAPAN SAMPINGAN (BYCATCH) DAN HASIL TANGKAPAN YANG
TIDAK DISENGAJA (INCIDENTAL CATCH) PADA PERIKANAN PUKAT IKAN

Nama Kapal

Nomor/Tanggal SIPI

Jenis Alat Penangkapan lkan

Waktu berangkat : tanggal/bulan/tahun

Waktu kembali : tanggal/bulan/tahun

A. HASIL TANGKAPAN SAMPINGAN (BYCATCH)

No | Jenis Ikan Jumlah Ket
Ekor Perkiraan dalam Kg

WIN |~

Jumlah

B. HASIL TANGKAPAN YANG TIDAK DISENGAJA (INCIDENTAL CATCH)

No | Jenis Non-lkan / Udang Jumlah Penanganan
Ekor Dilepas Hidup Dilepas Mati

A WIN|F

Jumlah

Pelabuhan Pendaratan, tanggal/bulan/tahun

Mengetahui Nakhoda
Kepala Pelabuhan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

_Salinan sesuai dengan aslinya
epalg’Blro Hykum dan Organisasi, SHARIF C. SUTARDJO




